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ABSTRAKSI

Kordinasi mempunyai arti yang sangat penting dalam
setiap proses administrasi termasuk proses perencanaan pem-
bangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan
organisasi yang pada hakekatnya merupakan organisasi pe-
rencanaan pembangunan di Daerah secara konprehensif. Dengan
demikian organisasi ini mempunyai hubungan yang erat dengan
organisasi lain di Daerah tersebut. Sehingga kordinasi mut
lak di perlukan pada tiap-tiap organisasi. BAPPEDA sebagai
unsur perencana secara konprehensive dengan skala penen-
tuan prioritas, dengan demikian Instansei Vertikal dan Di-
nas Daerah serta Badan-badan Lain yang ada dalam Wilayah
Daerah tersebut disingkronisasikan berbagai masalah untuk
mencapai tujuan.

Penelitian ini bertujuen untuk memperoleh suatu gam-
baran tentang pelaksanaan kordinasi dalam perencanaan pem-
bangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Barru dan hambatan-
hambatan yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaan kordinasi
perencanaan pembangunan di Daerah tersebut.

Sebagai hasil penelitian yang penulis laekukan di-
BAPPEDA Tingkat II Barru yang termuat dalem Keputusen Pre-
giden Nomor 27 Tehun 1987 yang kemudian dituangkan kedelam
Peraturan Daerah Tingkat II Barru nomor 04 Tehun 1982, ya-
itu dengan melakukan kordinasi diantara Dines-Dines Daerah
Instansi Vertikal, Kecamatan-Kecamatan serta Beden - Badan

lainnya delam Wileyeh Daerah Tingkat II. Nemun demikian da-
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lam melakukan fungsi tersebut masih ditemukan .z.beberapa-
kendala atau hambatan dalam melakukan kordinasi pembangun-
an. Hambatan-hambatan tersebut adalah %terbatasnya tenaga/
personil Beppeda Tingkat II Barru dalam mengelolah / menyu-
sun perencanaan pembangunan di Daerah itu sendiri yang ber
kemampuan yang tinggi atau tenaga ahli dalam mengembang tu
gas sebagai tenaga perencanaan pembangunan, yaitu keterba-
tasan berupa tenaga, waktu dan biaya dalam pelaksanaan pe-
ngawasan dan monitoring secara kontinue pada lokasi proyek
pembangunan dan kurangnya tenaga dalam menyusun laporan pe
laksanaan program/proyek pembangunan serta penempatan per-

sonil yang sesuai dengan bidangnya masing-masing.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan harus dilaksanakan berdasarkan suatu ren
cana yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan dalam penyusun -
an rencana-rencana tersebut terlibat sejumlah Instansi Ver-
tikal dan Dinas Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa kordina-
si di perlukan dalam pelaksanaan tugas perencanaan pem-
bangunan sebagai salah satu alat untuk mencapai tujuan pe-
merintah, dengan kata lain mensingkronisasikan berbagai
kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Sondang P. Siagian, MPA, PhD, dalam bukunya
"Peranan Staf dalam Managemen" (1979 : 111) merumuskan se-
bagai berikut o

"Kordinasi diperlukan tidak saja sebagai alat untuk
menyusun dan menetapkan rencana dan tindakan apa
yang harus dijalankan dan bagaimana cara menjalan -
kannya. Akan tetapi juga untuk mengawasi agar tinda
kan tersebut benar-benar dijalankan dengan cepat".

Bertitik tolak daripada pendapat tersebut diatas ma-
ka dapat dikatakan bahwa kordinasi merupakan salah satu a-
lat utama organisasi utamanya organisasi pemerintah untuk
mempercepat proses pencapai tujuan organisasi. Kordinasi
diperlukan pada semma tingkat kegiatan organisasi, baik pa
da tingkat perumusan kebi jaksanaan maupun pada tingkat pe-
laksanaan kegiatan.

Kordinasi pada hakekatnya terdapat pada setiap Ins -
tansi Pemerintah dan tidak dapat diabaikan, karena se bagai




-

alat utama untuk mencapai tujuan organisasi. Sebagai aki-
bat dari kurangnya kordinasi antara instansi-inatansi yang
terkait di Kabupaten Daerah Tingkat II Barru sehingga da-
pat menimbulkan tumpang tindih tugas (overlapping) dalam
pelaksanaannya.

Untuk mengatur kondisi tersenut diperlukan .-adanya
kordinasi yang daik antara berbagai unit pelaksana.Sebagai
Badan Pelaksana Perencanaan Pembangunan, Bappeda TingkatII
Barru mempunyai tugas yang sifatnya multidimensional. Un-
tuk lebih mengefektifkan dari pelaksanaan tugas-tugas Bap-
peda Tingkat II Barru sangat dibutuhkan adanya - Kérdimasi
dalam perencanaan péogram-bpz:ogram pembangunan .

Kordinasi menurut pengertian administrasi pemerintah
an dan pemhaﬁgunanan adalah kegiatan yang meliputi pengatu
ran hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang
mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan de-
ngan tujuan menghindarkan kesimpansiuran dan duplikasi.

Penyelenggaraan kordinasi dalam perencanaan pemba -
ngunan di Daerah Tingkat II Barru dimaksudkan untuk menca-
pai daya guna dan hasil guna yang sebesae -besarnya. Kemu-
dian daripada itu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Tingkat II Barru sebagai Badan/Staf perencanazyang lang -
sung berada dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Da-
erah yang mana bertanggung jawab dalam mensingkronisasikan
berbagai macam kegiatan yang diajukan dalam Instansi Ver-

tikal dan Dinas Daerah serta Kecamatan yang berada dalam -




Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Barru. Dalam hal - ini
masih adanya tenaga-tenaga/personil yang kurang baik dari
segi kuantitatip maupun dari segi kualitasnya.

Untuk itu penulis memilih judul " FUNGSI . KORDINASI
DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT
II BARRU ",

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah
diuraikan di atas, dalam hal ini penulis akan mengemukakan
alasan sebagai dasar pertimbanganrdalam memilih judul :

1. Menyadari pentinghya pelaksansan kordinasi Bappeda Da-
erah Tingkat II Barru terhadap Instansi Vertikal, Dinas
Daerah, Kecamatan karena melakukan kordinasi proses pe-
rencanaan dapat terlaksana secara terpadu.

2. Dalam melaksanakan kegiatan kordinasi memerlukan tenaga
yang terampil dan berpengetahuan dalam bidangnya masing-
masing.

3. Tenaga pada Kantor Bappeda Tingkat II Barru berkewaji -
ban melaksanakan tugas-tugas kantor guna meningkatkan
usaha kerjasama yang baik dalam arti peningkatan kerja
pembanganan .

4. Kantor Bappeda Tingkat II Barru, penulis jadikan obyek
penelitian,karena tertarik salah satu fungsi Managemen
(Coofdinating) yang sangat besar pengaruhnya dalam men-
capai tujuan yang di cita-citakan.

5. Disamping itu penulis berasal dari Kabupaten Daerah

Tingkat II Barru, skhingga untuk mengumpulkan data yang




kelak diperlukan dalam penyusunan skripsi ini dapat di-
Jangkan.
B. Perumusan Masaleh

Pemilihan judul skripsi tersebut di atas adalah mtuk
mencoba menggali wujud daripada peleksanaan tugas dan fung
si Bappede Tingkat II Barru, apakah fungei tersebut yang
dijalankan sudah sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 27
Tehun 1980 dan Keputusan Menteri Dalam NegeriNo. 185 Tahun
1980.

Oleh karena itu, Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun
1980 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 “.,:%ahun
1980 sebagail landasan utama Bappeda Tingkat II Barru dalam
men jalankan fungsei Perencanaan pembangunan.,

Keputusan Presiden No. 27 tahun 1980 telah dijelas -
kan tentang kedudukan, tugas pokok dan fungsi Bappeda Ting
kat II sebagai Badan Perencanasan Pembangunan, dan pada
Tingkat Dati II diperinci lagi dalam peraturan Daerah Ting
kat II Barru nomor 04 Tahun 1982, dan bappeda mempunyai
fungsi melakukan kordinasi diantara Dinas-Dinas Daerah Ins
tansi-Instani Vertikal, Kecamatan dan Badan-Badan Lainnya
dalam Wilayah Daerah Tingkat II Barru, agar pelaksanaan ke
giatan pembangunan tidak mengelami kesimpansiuran dalam pe
laksanaannya. Di dalam penetapan rencana pembangunan dida-
erah maka pihak Pemerintah Daerah Tingkat II Barru, diban-
tu oleh BAPPEDA melalui tahap-tahap perencanaan pembangun-

an yang biase disebut mekanisme perencanaan.




Sehubungan dengen penjelasan tersebut di ataﬁleecara
singkat, maka perumusan masalah didal ' q;;gggf skripei
ini adalah
1. Apakah fungsi yang dijalankan oleh Bappeda Tingkat II

Barru sesuai dengan Keputusan Presiden No.27 Tghun 1980.

-

2 Lpakah penyusunan rencana program pembangunan sesual de
ngan mekanisme perencanaan dari bawah ke atas dan dari
atas ke bawah.

3. Apakeh hubungan kerje Bappeda Tingkat II Barru Instansi
Vertikal, Dinas Daerah yang berada dalam Wilayah Daerah
Tingkat II Barru sudah berada dalam kordinasi yang ba-
ik.

Kordinasi adaleh salah satu fungsi Hanageﬁen yang
tidak kurang pentingnya karena walaupun fungsi lain telah
dijalankan tetapi tanpa disertai kerja sama kordinasi dan
hubungan yang baik dengan sendirinya tidak dapat dihindari
adanya kesimpansiuran dalam peksanaan bugas sehingga tuju-
an yang di inginkan sukar dicapai.

Selanjutnya Drs. Melayu S.P. Hasibuan, dalam bukunya
"Managemen Dasar, Pengertian dan Masalah" ( 1985 : 83 )me-
'ngemukakan bahwa kordinasi dapat dibedakan atas :

"4 .Kordinasi Vertikal
2.KEordinasi Horisontal".

ad.1. Kordinasi Vertikal, adalah kordinasi yang sifatnya
dari atas ke bawah atau menurun, yaitu mulai dari pu
cuk khirarchi organisasi sampai kepada satuan-satuan

dasar organisasi dengan maksud agar authority tersa-




lur ke bawah.

ad.2. Kordinaesi Horisontal, adalah kordinasi yang sifatnya
sejajar, yaitu kordinasi dengan aparat-aparat peme -
rintah yang berada delam lingkungan kerja suatu dae-
rah atau wilayah termasuk jawatan-jawatan, Dinas-di-

nas daerah, satuan-satuan angkatan bersenjata dan
organisasi lainnya.

Sébagaimena telah dikemukaeken bahwa kordinasi mempu-
nyai arti yang sangat penting dalam proses administrasi pe
merintahan. Karena pemerintah pada hakekatnya merupakan su
ata organisabi yang sangat besar yang terdiri dari unsur
aparatur pemerintah sebagai bagian yang harus bergerak se-
bagai satu kesatuan yang bulat berdasarkan pendekatan sis-
tem, oleh karena itu dalam pelaksanaan kordinasi, baik ver
tikal maupun horissnikl dalam usaha menjalankan pemerinta-
han .

Selanjutnya sesuai dengan surat Keputusan Héntpri Da-
lam Negeri Nomor 185 Tahun 1980 tentang susunan organisasi
dan Tata Kerja Badan Perencansan Pembangunan Daersah Ting -
kat II telah dituangkan kedalam Peraturan Daerah Tingkat -
II-Barru nomor 04 tehun 1982 tentang susunan organisasidan
tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II
Barru beb II (pasal 3) menyebutkan :

"Bahwae Badan Perencanaan Pembangunan Daersh Kabupa -
ten Daerah Tingkat II Barru, ddalhh Badan/Staf yang
langsung berada dibawah dan bertanggung jawab kepa—
da Bupati Kepala Daerah".

Sedangkan dalam Peratuzan Daerah Kabupaten Tingkat -

—i——




ITI Barru Nomor 04 Tahun 1982 tentang susunan orgenisasi dan
tata kerja Baden Perencaneaan Pembangunaen Daerah Tingkat II
Barru bab II pasel 5 (6), menyebutkan :

"Melakukan kordinasi perencenaan diantare Dinas-Dinas
satuan organisasi lain delam lingkungan pemerintah
Daerah, Instansi-Instansi Vertikal, Kecamatan-Keca-
;:ﬁagaggghg?dan-Badan lain yang berada dalam wila -

Dari rumusan tersebut di atas bahwa Badan Perencana-

an Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Daerah Tingkat
II Barru sebagai badan/staf perencana yang langsung berada
dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah. Melaku-
kan kordinasi delam perencanaan baik secara vertikal - mau-
pun horisontal. Kordinasi daiam perencanaan secara horison
tal meliputi kordinasi terhadap instansi-instansi vertikal
dan Dines-Dinas Daerah, sedangkan kordinasi vertikal dalam
perencanaan adalah kordinasi terhadap pemerintah kecamatan
dan daleam perencanaan tersebut dapat digambarkan secara
skematis sebagai berikut : .
SKEMAIHUBUNGAN KORDINASI ANTARA BAPPEDA

DENGAN INSTANSI-INSTANSI TEREKAIT

BUPATI KEPALA DAERAH ﬁ———4 BAPPEDA
—x

v i
DINAS DAERAH INSTANSI VERTIKAL

»_
EKECAMATATN




Skema tersebut di atas menjelaskan hubungan kordina-
s8i antara BAPPEDA Tingkat II dengan Instansi-Instansi ter-
kait dean Pemerintah Kecamatan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II se-
bagai badan/staf perencana secara konprehensive yang bera-
da dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah. Bap-
peda delam penyusunan rencansa, dalam hubungan dengan kordi
nasi dengan Instansi-Instansi Vertikel dan Dinas Daerah
bersifat horisontal, sedangkan dalam hubungan dengan Peme-
rintah Kecamatan adalah kordinasi yang bersifat vertikal.
Kemudian daripada itu, dari inmtansi vertikal, dinas dae -
rah, kecamatan, Bappeda mensingronisasiken data/informasi
dan usul-usul.

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelifiah

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian yang ingin di-
capai dalam penelitian pada Kantor Bappeda Tingkat II ada-
lah sebagai berikut :

1. Tujuan

a. Untuk mengetahui sampai sejauh mana Badan Perencana-
an Pembangunan Daerah Tingkat 11 Barru telah dapat
men jalankan fungsi yang diharapkan sesuai dasar pem-
bentukanaya, yaitu melakukan kordinasi secara hori -
sontal dan kordinasi aecafa vertikal.

b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang berpe -
ngaruh terhadap pelaeksanaan tugas dan fungsi Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II Barru.




2. Kegunaan

a. Sebagai bahan pikiran yang kelak dapat dijadikan se-

b.

C.

bagai salah satu alat dalam pembinaan administrasi
dan proses kelancaran penyelenggaraan perencanaan
pembanguna utamanya pade Kantor Badan Perencanaan
Pembangunan ﬁaerah Tingkat II Barru.

Sebagai salah satu bahan bacaan, khususnya pada per-
pustakaan Universitas "45" Ujung Pandang.

Sebagai tambahan Pengetahﬁan dan pengalaman penulis
dalam penuligan karyah ilmiah.

D. Metodo Penelitian

1.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi pada Kantor BAPPEDA Tingkat
II Barru, dan waktu penelitian ini di laksanakan mu-
lai skhir bulan Agustus sampai bulan Oktober 1990.

2. Metodo Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah

deskriptif, karenas untuk mendapatkan gambaran yang

menyeluruh dan terperinci tentang pelaksanaan kordi-

nasi perencanaan pembangunan di Kabupaten Daerah

Tingkat II Barru.

Populasi dan Sampel

a. Populasi adalah seluruh petugas Kantor Bappeda
Tingkat II, Instansi Vertikal, Dinas Daerah yang
terkait di dalamnya di Kabupaten Dati II Barru.

b. Sampel
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Besarnya sampel ditentukan dengan cara purpossive
sistimatic random sampling.
Cara penarikan sampel (sampling) adalah semaua kepa
lah kantor, para Kepala Bidang, Instansi Vertikal,-
Dinas Daerah dijadikan sebagal responden dengan jum
lah 20 (dua puluh) orang.

4, Teknik Pengumpulan Data

Pada lazimnya dalam penulisan kérya ilmiah ini diper
lukan data yang obyektif dan relevan,serta teori yang dija
dikan dasar analisa memecahkan masalah.

Untuk mendapatkan data galam rangka penulisan karya
ilmiah ini beruapa skripsi, maka penulis telah melaksana -
kan penelitian sebagai berikut :

Yang digunskan dalam pengumpulan data adalah melaku-
kan interview (wawancara) langsung terhadap responden yang
menjadi saparan yakni pejabat atau aparat yang bertanggung
jawab atas jalannya roda perencanaan pembangunan diKabupa-
ten Daerah Tingkat II Barru.

Dalam hal ini responden yang digunakan adalah s ebagai
berikut :

- Bupati Kepala Daerah Tingkat II Barru 1 Orang.

- Ketua Bappeda Tingkat II Barru 1 arang.

~38ekretaris BAPPEDA Tingkat II Barru 1 orang.

- Para Kepala Bidang pada Kantor BAPPEDA Tingkat 1II

Barru sebagai berikut : |

1. Kepala Bidang Pendataan dan Laporan 1 orang.
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2. Kepala Bidang Ekonomi 1 orang.
3. Kepala Bidang Sosial Budaya 1 orang.
4. Kepala Bidang Fisik dan Prasarana 1 orang.
Adapun Instansi Vertikal dan Dinas Daerah yang penn-
lis jadikan responden, karena instansi tersebut sangat ber
pengaruh dalam perencanaan pembangunan, yaitu : .
1. Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Ting
iat Kabupaten Daerah Tingkat II Barru 1 orang.
2e Kepaia Eantor Departemen Pertanian Tingkat Kabupaten Da
brah Tihgkat II Barru 1 oxmang. |
3. Kepala Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 orang.
4. kepala Dinas-Pertanian Tanaman Pangan 1 orang.
5. Kepala Kantor Dinas Pekerjaan Umum {1 orang.
6.iKepala Wilayah Kecamatan se Kabupaten Daerah Tingkat II
Barru 5 orang. di tambah 2 orang sekretarié Kecamatan.

Jadi jumlah responden yang digunakan sebanyak 20 orang.

5. Pengolahan Data
Pengolahan data dilakukan secara sederhana manual dan
dihimpun dalam bentuk naskeh dan tabel dalam penyajian-
nya.
E. Sistimatika Penulisan
Untuk lebih memudahken delam penulisan, meka diurai-

kan secara sistimatik sebagai berikut

BAB Pertama,Pendahuluan
Pada bab ini akan dibahas mengenai latar bela-

keng maesalah, perumusan mesalah, tujuan dan -




BAB Kedua,
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kegunaan penelitian, metodologi penelitian ser-
ta sistimatika penulisan.

Tinjauan Pustaka‘

Dalam bab ini akan diureikan tentang pengertian
kordinesi, perencaneaan, serta pembangunan, pola
dasar dan tujuan pembangunan daerah tingkat 1II
Barru, beberapa kebijaksansan pokok dalam pem -
bangﬁna daerah.

-BAB K&tiga,Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Dalam bab ini berisi tentang gambaraw umum dae-
rah Tingkat II Barru yang meliputi geografi,de-
mografis, sekilas tentank Bappeda Tingkat II
Barru yang meliputi tugas pokok dan fungsi Bap-
peda Tingkat II Barru serta struktur organisasi
Bappeda.

BAB Keempat, Pelaksanaan kordinasi dan faktor-faktor yang

berpengaruh.

Dalam bab ini berisi tentang mekanisme perenca-
naan, pelaksanaan kordinasi dalam penyusunan pe
rencanaan pembangunan, partisipasi instansi ver
tikal dan dines daerah dalam penyusunan rencana
pembangunan, faktor-faktor yang berpengaruh yang
mencakup pimpinan Bappeda, kemampuan personil
dari~Bappeda, sikap dari instansi vertikal dan
dines daerah terhadap kordinasi.

BAB Kelima.Kesimpulan dan Saran-Saren.
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BAB Kelima,Kesimpulen dan Saran-Saran
Bab ini adalah bab terakhir yang meruapakan ke-
- simpulan dari analisa hasil penelitian dan saran

saran.
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BAB 11
'TIHJAUAN PUSTAKA TENTANG KORDINASI
A. Beberapa-Pengertian Tentang
1. Kordinaei |

Dalam hubungannye dengan fungsi kordinasi yang dise-
lenggarekan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, ma-
ka setiap instansi vertikal, dinaes daerah dan kecamatan -
kecamatan yang menyelenggarakan tugas-tugasnya mempunyai
hubungan yang saling berkaitan dalam rangka perencanaan
pembangunan yang perlu dikordinesikan dengan sebaik-baik -
nye.

Dalam hal ini pejabat yang menjkelenggarakan kordinasi
tersebut adalah badan Perencanaan Pembangunan Daerah Ting-
kat II yang sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 185 Tahun 1980 yang dituangkan dalam Peraturan Dae -
rah Kabupaten Daerah Tingkat II Barru Nomor 04 Tahun 1982
yang telah dieingging sebelumnya. Ia melakukan kordinasi
perencanaan diantara dinas, satuan organisasi lain dalam
lingkungan pemerintah daerah, instansi vertikal, kecamatan
dan badan lain dalam wilayah daerah, juga melakukan peneli
tian atas pelaksanaannya. Dengan demikian terlepas dari
persoalan pangkat, maka Badan Perencanasan Pembanguna Dae -
rah Tingkat I1 sebagai administrator pembangunan. Ini ber-
arti fungsi kordinasi adalah fungsi yang mangat fital dsalam
menentukan keberhasilan dan pengembangan usahanya dalam pe

nyelenggaraan tugasnya.
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Untuk itu di bawah ini dapat dikat an beberapa defi
nisi daripada sarjana sebagai berikut : '
Leonard D. White berpendapat bahwa yeng dimaksud de-
ngan kordinaesi adalah :
"Kordinasi adalah suatu pernyataan terhadap masing -
-masing bagian antara satu dengan lainnya dan mense-
laraskan usaha-usaha atau kegiatan-kegiatan beserta
gerak operasinya agar mereka dapat memberikan sumba
ngan yang semaksimal mungkin bagi berhasilnya tuju-
an bersama",.(Drs. Sarwoto, 1981 : 16).
George R. Térry yang berpendapat bahwa yang dimaksud
dengan kordinasi adalah :
"Suatu usaha yang singkron/teratur untuk menyediakan
-Jumlah dan wektu yang tepat dan mengarahkan pelaksa
naan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam
dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan".
(Drs. Melayu S.P. Hasibuan, 1981 : 16).
Sédangkan dalam Kamue Administrasi Negara,:yang di -
maksud dengan kordinasi adalah :
"Suatu pengertian dimana terkandung aspek-aspek ti-
.dak terjadi kekacauan, percekcokan, kegemparan,atau
kekosongan kerja sebagai akibat daripada pekerjaan
menghubung-hubungkan dan mensalaraskan orang-orang
dan pekerjaannya dalam suatu kerjasama yang diarah-
kan pada pencapaian tujuam terteatu" (Drs. Soekarno,
1979 42?. .
Dari definisi beberapa sarjana tersebut maka dapat-
di ambil kesimpulan bahwa kordinasi adalah suatu penyeSua-=
ian kerja yang etrdapat diantara bagian-bagian satu sama
lain itu selalu terarah sehingga keseluruhan bagian dapat
memberikan hasil demi tercapainya tujuan yang telah diten-

tukan dengan efisien dan efektif.

-~ Fungei Kordinasi
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Berikut ini disebutkan beberapa fungsi daripada kor-
dinasi yang dikemukakan oleh Drs. Soewarno Handayaningrat,
(1988 : 199-121) sebagai berikut :

1. Eordinasi sebagai fungsi organik daripada pimpinan yang
memiliki keunikan sendiri bila dibandingkan dengan fing-
si-fungsi organik laeinnya. Dikatakan unik karena fungei
kordinesi mencakup pula fungsi-fungsei lainnya seperti
perencanaan, penyusunan pegawai, pembinaan kerja, moti-
vasi, pengawasan dan sebagainya.

2. Kordinasi sebagai usaha untuk menjamin kelancaran meka-
nisme prosudur kerja dari berbagai komponen dalam orga-
nisasi.

3. Kordinasi merupakan usaha yang mengarahkan dan menyatu-
kan kegiatan dari suatu kerja organisasi.

4. Kordinasi adalah fektor dominan yang perlu diperhatikan
bagi kelangsungan hidup suatu organisasi.

5. Kordinasi tetap memainkan peranan yang penting dalam me
rumuskan pembagian tugas wewenang dan tanggung jawab.

6. Penambahan jabatan dan pejabat (orang-orang) dalam or -
ganisasi berarti penambahan beban kerja atan fungsi-fung
8i yang harus dilakukan oleh organisasi yang bersangku-
tan. Dalam situasi yang demikian ini pelaksanaan organi
sasi dan masalah hubungan kerja akan menjadi rumit dan
mungkin sukar akan tetapi bagaimana juga masalah ini
perlu disecahkan. |

7. Timbulnya spesialisasi yang semakin tajam merupakan kon-
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sekwensi logis daripada perkembangan ilmu pengetahuan
teknoligi yeng perlu diperhatikan oleh organisasi dengm:
harapan para spesialis:ini memainkan perana yang tidak
lepas kaitannya dengan hal-hal yang lebih umum dan le-
bih luas. Spesialisasi dalam berbagai tugas dan keane -
karagaman tugas menyebabkan usaha kordinasi semakin ber
tambah besar dan menjadi rumit.
- Cara-Cara Mengadakan Kordinasi
Kordinasi sangat diharapkan dan bahkan tidak berle -
bihan bila dikatakan sebagai faktor yang ikut serta menga-
dekan ketentuan. Oleh karena itu Drs. Melayu S.P. Hasibuan
(1984 : 85) dalam bukunya "Managemen Dasar, Pengertian dan
Masalah" bahwa cara-cara mengadakan kordinasi yaitu :

"{. Memberikan keterangan langsung dan secara bersa-
habat. Keterangan mengenai pekerjaan saja tidak
saja cukup, karena tindakan-tindakan yang tepat
harus diambil untuk menciptakan, menghasilkan ko
kordinasi yang diharapkan.

2. Mengusahakan agar pengetahuan dan penerimaan tu-
juan yang akan dicapai oleh anggota tidak menu -
rut masing-masing anggota dengan tujuannya sendi
ri. Tajuan itu adalah tujuan bersama.

3. Mendorong anggota untuk bertukar fikiran menge -
mukaken ide dan lain-lain.

4. Mendorong anggota untuk berpartisipasi dalam
tingkat perumusan, penciptaan sasaran".

2. Perencanaan

Diantare para sarjana, seperti halnya yang akan di -
kemukakan oleh Dr..S.P. Siagian, MPA dalam bukunya yang
berjudul " Filsafat Administrasi " (1984 : 108) yang menge

mukakan péngertian perencanaan sebagai berikut :
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"Planning dapat didfinisikan sebagai keseluruhan pro
-8e8 pemikiran dan genentuan secara matang dari pada
hal-hal yang akan dikerjaken dimasa yang akan datang
dalam rangke pencapaian tujuan yang telah ditentukan".

Disamping pengertian yang dikemukskan di atas juga
apa yang dikemukaskan oleh Drs. Pariata Westra, S.H, dalam
bukunya yang berjudul "Ensiklopedia Administrasi" ($988:::919)
memberikan pengertian ﬁoroncanaan sebagai berikut :

"Planning atau perencanaan adalah aktivitas pokok da-
lam managemen yang menggambarkan dimuka hal-hal yang
akan dikerjakan dan cara mengerjakannya dalam rang-
ka pencapaian yang telah ditentukan. Pekerjaan pe-
rencanaan merupakan salah satu fungsi manager, di-
samping fungsi-fungsei lainnya : Penggerakan dan pe-
ngontrolan".

Dari kedua deﬁ.nisi tersebut di atas, juga terdapat
definisi daripada Prof. Bintére Tjokroamidjojo, MA, dalam
bukunya yang berjudul "Perencanaan Pembangunan® (1976 : 12)
dimana beliau nengemkékan pengertian perenca.njaa.n sebagai
berikut :

"a. Perencanaan dalam arti yang seluas-luasnya tidak
lain adalah suatu proses mempearsiapkan secara
sistimatis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan
untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Oleh kare-
na itu pada hakekatnya terdapat padea setiap Jje-
nis manusia.

b. Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai
tujuan sebaik-baiknya dengan sumber yang ada su-

ya lebih efigien dan efektif,

c. Perencanaan adalah penetuan tujuan yang akan di-
capai atau yang akan dilakukan, bagaimana, bila-
mana, dan oleh siapa.

d. Albert Waterston menyebutkah Perencanaan Pemba -
ngunan adalah melihat kedepald dengan mengambil
pilihan alternatif dari kegiatan untuk mencapai
tujuan masa depan tersebut dengan terus mengiku-
ti agar pelaksanasnnya tidak menyimpan dari tu-
juan.

e. Perencanaan Pembangunan adalah suatu pengarahan
penggunaan sumber-sumber pembangunan (termasuk -
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sumber-sumber ekonomi yang terbatas adanya,untuk
mencapai tujuam-tujuan keadaan sosial ekonomi
Yang lebin baik secara lebih efisien den efektif .

Dengan melihat beberapa pengertian daripada definisi
yang dikemukakan oleh para ahli tersebut , maka jelaslah
bahwa apabila diteliti, kiranya akan menjadi jelas terlihat
bahwa perencanaan sebagei salah satu fungsi organik manage
men. Pengertian-pengertian yang diberikan dimuka menun juk-
kan pula dengan jelas bahwa kiranys para sarjana benar me-
ngatakan bahwa perencanasn merupskika)fungsi organik perta-
ma dari administrasi den managemen. Dengan alasan bshwa
tanpa adanya rencana, meka tidek ade dasar untuk menetuken
pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut dalam rangka penca-
paian tujuan tersebut. Perencanaan menjadi fungsi organik
pertama karena ia meruapakan dasar dan titik tolak dari ke
giatan pelaksansan selanjutnya.

Karena rencana adalah suatu keputusan, karena itu ke
gunaannya akan terlihat setelah dilaksanskannya. Dan diten
tukan kemasa yang akan datang, karena ada hal yang perlu
diperhatikan sehubungan dengan proses perencanaan.

Suatu rencana yang baik seharusnya memenuhi beberapa
syarat, yaitu :

1. Rencana harus mempermudah tercapainya tujuan yang

ditentukan sebelumnya.

2. Rencana harus dibuat oleh orang-orang yang sung -

guh-sungguh memahami tujuan organisasi.

3. Renaana harus dibuat oleh orang yang sungguh-sung




9.
10.
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guh mengalami teknik-teknik perencansan.

Rencana harus diesertai oleh suatu perincian yang

teliti.
Rencana
mikiran
Renceana
Rencana
Didalam
ko,

Rencana

Rencana

tidaek boleh terlepas sama sekali dari pe-
pelaksanaan,

harus bersifat sederhana.

harus lﬁwea.

rencana terdapat tempat pengambilan resi-

harus merupakan frocasting.

harus bersifat praktis.

Sedangkan dalam rangka pembuatan suatu rencana seba-

gai suatu masalah yang ahrus dipecahkan secara sistimatis,

seharusnya didasarkan kepada langkah-langkah sebagai beri-

kut :
1.
2.
3
4.
5.
6.
7.

Mengetahui sifat hakiki darf masalah yang dikadapi.

Pengumpulan data-data.

Penganalisgaan data-data.

Penentuan beberapa alternatif.

Memilih cara yang terbaik.

Pelaksanaan.

Penilaian hasil:yang dicapai.

Dari uraian tersebut diatas tentang syarat dan lang-

kah-langkeh yang harus ditempuh dalam pembmaian suatu ren-

cana, hal ini tidak terlepas dari rumusan BAPPEDA Tingkat-

II melaksanakan fungsinys sebagai suatu lembaga yang ber-
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fungsi merencanakan hal-hal yang bersangkut.paut dengan-
Pembangunan Daerah Tingkat II.
3. Pembangunan ‘

Telah menjadi suatu konsemsus bahwa hanya dengan pem
bangunan yang menyeluruh jalenusatu-satunya untuk mewunjud-
kan aspirasi bangsa seperti yang dituangkan oleh rakyat da
lam ketetapan MPR yang berpa GBEN. Hal ini terutama dise =
babkan karena pembanguna itu sendiri merupakan proses peru
bahan masyarakat yang menyeluruh dalam rangka pembinaan
bangsa yang bersangkutan. Hal tersebut sejalan dengan pe-
ngertian pembangunan yang dikemukakan oleh Prof. Dr. S. P.
Siagian, MPA, dalam bukunya-yang berjudul "Rdministrasi
Pembangunan" (1981 : 3) mengemukakan bahwa :

“Pembéngunan didefinisikan sebagai suatu wusaha atau

.rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang be -

rencana yang dilekukan secara sadar oleh suatu bang
sa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam
rangka pembinaan bangsa (Nation Bulding)".

Oleh karena pembangunan merupakan upaya pérbaikan ta
raf hidup masyarekat, maka meliputi berbagai lapangan hidup
masyarakat yang bersangkutan yang bersangkutan seperti ymng
dikemukaekan oleh Prof. Dr. Emil Salim, dalam bukunya yang
berjudul "Perencaenaan Pembangunan dan Pemerataan Pendapat-
an? (1983 : 72) mengatakan bahwa :

"Pembangunan menyentuh praktis segala prikehidupan
manusia dalam suatu gerak perubahan".

Dari pernyataan di atas dapat diketaﬁui bahwa pemba-
ngunan merupakan suatu proses atau rangkaian proses peruba

han yang tidak hanya ditujuken kepada suatu aspek kehidup-
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an perubahan yang positif terhadep berbagai aspek/lapangan
hidup masyarakat yang sedang membangun.

Oleh karena memoangun:meliputi kepentingan bangsa ba
ik pemerintan maupun anggota masyarakat, maka jelas dalam
proses pembangunan sangat diharapkan keterlibatan pemerin-
tah bersama seluruh anggota masyarakat. Dengan kata lain
bahwa pembangunan bukan hanya menjadi tugas seorang atau
kelompok orang tersebut akan tetapi juga adalah tugas peme
rintah. Hal ini sejalan apa yang dikemukakan oleh Prof. Dr
 Emil Salim (1983 : 72), bahwa :

”Pembﬁngnnan dirasakan oleh hampir:-semuaspemerintah-

-negara berkembang sebagai tugas utama,sehingga cam-

pur tangan pemerintah dalam masalah pembangunan,khu
susnya dalam masalah ekonomi tidak dapat dihindari®

Ini berarti bagaimanapun juga pemerintah tidak dapa%
dilepaskan dalam kaitannya dengan pembangunan yang menyelu
ruh. Pemerintah harus bersama-sama dengan seluruh lapisan
masyarakat bergerak kearah tercapainya tujuan pembangunan.

Karena pada dasarnya pembangunan merupakan imbangan-
kewajiban yang sewajarnya antare pemerintah dengan seluruh
anggota masyarakat. Kewajiban pemerintah disini berupa pem
berian bimbingan, pengarahan, pengawasan dan bantuan. Se-
dangkan selebihnya didasarkan pada kemampuan seluruh rak-
yat yang bersangkutan.

Namun suatu hal yang perlu dimeklumi bagi bangsa In-
donesia meruapakan bangsa yang sedang membangun, sangat di

liputi berbagai keterbatasan, sehingga dengan demikian di-

semping pelaksenaan pembangunan harus dilaksanekan dengan-
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sistem skala prioritas selektif, juga harus bertahap serta
melibatken pemerintah dalem banyak hal. Dengan kata lain
bahwa masyarakat kita dewasa ini belum sepenuhnya dapat me
laksanakan pembangunan tanpa campur tangan pemerintah, bah
kan kenyataan dalam awal REPELITA yang lalu dan masih se -
ring didapati dewasa ini bahwa ada dana yang bersumber da-
ri pemerintah.

Sekalipun demikian bykan berarti bahwa pembangunen j-
tu sebaiknya diserahken sepenuhnya terhadep pemerintah akan
tetapi pemerintah disini hanya berfungsi memberikan baatin
an dan pasilitas lainnya yang dapat menunjang terlaksana -
nya pembangunan oleh masyarakat dengan sebaik-baiknya. Hal
ini sejalan apa yang dikemukakan oleh Prof. Dr. S.P. Siggi-
an, MPA, dalam bukunya yang berjudul "Administrasi Pemba -
ngunan", (1983 : 4) yang mengatakan bahwa :

iDengan demikian kiranya jelas bahwa suatu yang se-

.dang membangun:tidek mungkin dan tidak boleh melaku

kan tindakan-tindakan yang menun jukkan bahwa- bangsa

itu bersikap acuh tak acuh terhadep pembangunan.Me-
nyerahkan kegistan-kegiatan pembangunan itu hanya-
i:ﬁg?& pemerintah adalah suatu hal yang perlu dice-

Pada hakekatnya partisipasi mesyarakat (Social Par -
ticipation) merupeskehn salah satu tugas kewajiban setiap
anggota masyarakat. Demikian pula BAPPEDA seleku unsur a-
tau yang bertanggung jawab kepade Bupati Kepala Daerah da-
lam hal ini Daerah Tingkat II sarru, melaksanakan perenca-

naan pembangunan secara kopprehensive dengan penentuan ska

la prioritas.
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B. Pola Dasar dan Tujuen Pembngunan Daerah Tingkat IIBérru.
Untuk memberikan gambaran yang lebih lanjut mangenai
potensi yang ada dan wujud masa depan Kabupaten - -. Daerah
Tingkat II Barru yang diinginkan dalam konteks Nasional ma
upunkonteks Propensi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan,ba-
ik dalam kurun waktu lima tahun yang akan datang maupun
Jangka panjang agar terlihat korelasi yang terdapat dalam
Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat II Barru dan Pola Da
sar Pembangunan Daerah Propensi Sulawesi Selatan serta Ga-
ria-Gaiis Besar Haluan Negara. Maka Pola Dasar Pembangunan
ini disusun secara sistimatis sebagai berikut :
Pendahuluan.
Bab II : Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Pan-

Bab I

jang.

Bab III : Pola Umum Pelita Ke empat Daerah.

Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat II Barru ada -
lah garis-garis kebijaksanaan dan arah pembangunan delam
rangka pengembangan Wilayah Kabupaten Daerah Tingkst II
Barru yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II
Barru dengan memperhatikan kondiei dan aspirasi yang tum -
buh dari masyaraket di Daerah dan bagi pembangunan selan -
jutnya.

Pembangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Barru adalah
meruapakan suatu sub Sistem Pembangunan Nasional karena i-
tu Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat II Barru keduduk-
annya adalah sebagai penjabaran lebih lanjut dari Pala Da-
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sar Pembangunan Daerah Propensi Sulawedi Selatan yanglse-

suai dengan aspirasi dan kondisi masy at ai Daerah da-

lam rangka pelaksanaan Garis-Garis Besar.Haluan'Negara di-

Kabupaten Daerah Tingkat II Barru.

Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat II Barru seba-
gai pedoman bagi seluruh aparat pemerintah dan masyarskat
dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat
II Barru dan selanjutnya meruapakan labdasan bagi Bupati
Kepala Daerah Tingkat II Barru dalam menyusun REPELITA IV
Daerah, rencana pembangunan dan rencana kota di Kabupaten
Daerah Tingkat II Barru.
| Adapun sifat/karakteristik dari Pola Dasar Pembangun
an Daerah Kabupaten Daersh Tingkat I1 Barru sebagai beri-
kut :

a. Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat II Barru disusun-
bersifat lebih konkrit dan akan dijabarkan pada REPELITA'
IV @i Kabupaten Daerah Tingkat II Barru sebagai rencana
lima tahun untuk melanjutkan dan meningkatkan pelita-
pelita sebelumnya yang‘dimulai sebelumnya d4i Kabupaten
Daerah Tingkat II Barru.sejak pelita pertama.

b. Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat II Barru memberi-
kan penekanan khusus pada terciptanya tata pengembangan
wilayah secara terpadu mengingat sifat karakteristik Ka
bupaten Daerah Tingkat II Barru sebagai daerah agraris.
Hel ini dikembangkan secara cepat menyeluruh dan 1lebih

terarah serta mantap untuk mengembangkan kehidupan ma-
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Syarakat yang lebih baik dalam rangka terciptanya Pem-
bangunan Nasional yang tercantum dalam Pembukaab Undang
Undang Dasar 1945.

Adapun Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang

Kabupaten Daerah Tingkat II Barru sebagai berikut :

1. Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang ini disusun :ber -

dasarkan prinsif-prinsif yang digariskan dalam Garis-
Garis Besar Haluan Negara dan Pola Dasar Pembangunan Da
erah Propensi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan.

Pola Umum Pembangunan Daerah ini pada hekekatnya merupa
kan arah dan kebijaksanaan Pembangunan yang dilaksana -
kan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Barru.Un-
tuk memberikan gambaran mengenai kondisi dan corak ma-
syarakat berserta lingkungannya yang di inginkan terwu-
jud sebagai tujuan dan sasaran yang akan dicapai menje-~
lang tahun 2000 yang akan datang.

Kebupaten Daerah Tingkat II Barru sebagai bagian integ
ral dari Wilayah Negara Republik Indonesia, maka sasa =
ran Jangka Panjang yang ingin dicapai menjelang tahun -
2000 adalah sesuai yang telah dijabarkan dalam Garis-
Garis Besar Halu;n Negara yaitu dititik beratkan paﬁa
Pembangunan di bidang Ekonomi dengan sasaran utama men-
capai keseimbangan antaras Bidang Pertanian dan Industri
serta terpenuhinya kebutuhan pokok rekyat. Sedang Pem -
bangunan diluer bidang Ekonomi dilaksanekan seirama de-

ngan kemajuan yang divapai dalam bidang Ekonomi. Perwu-




Barru dengan pencapaian sasaran sebagai berikut :
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judan cita-cita Nasional Jangka Panjang tersebut . akan
dicapai bertahap melalui pelaksanaan serangkaian REPE-
LITA demi REPELITA. Untuk selanjutnya dijadikan landa-
ean yang kuat untuk mencapai tujuan Pembangunan Nasio -
nal yaitu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Panca-
gile.

Pola Umum Tata Pengembangan Wilayah Jangka Panjang ini
men jabarkan karakteristik Kabupaten Daerah Tingkat II
Barru dalam kaitannya dengan Pola Umum Pembangunan Jang
ka Panjang Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, dimana Ka
bupaten Daerah Tingkat II Barru berada dalam Sub Wile -
yah Pembangunan bahagian barat sebagai bagian utama da-
ri lumbung padi Propensi Daerah Tingkat I Sulawesi Se-
latan di samping tanaman lainnya.

Pola Umum Tata Pembangunan Wilayah ini akan memberikan
kemudahan dalam menentukan alternatif program proyek
pembangunan, baik bersifat sektoral, regional, maupun,-
daerah, sehingga memberikan mamfaat yang tinggi dalam
usaha meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masya-
rekat. Karena itu dalam penyusunannya disesuaikan de-~
ngan Pola Tata Guna Tana dengan memperhatikan azas ke -

lestarian, azas keseimbangan Pola dan azas pemamfaatan

optimal.

Sedangkan Pola ¥mum Pelita ke empat Daerah Tingkat II

a. Peningkatan produksi pertanian pangan, tanaman industri
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bahan sandang dan bshan bangunan yeng diharapkan dapat
saling menunjang kebutuhan antar Daerah daelam Sub Wila-
yah Pembangunan Daerah Propensi Daerah Tingkat I Sula-
wesi Selatan dan dalam rangka menunjang kebutuhan untuk
mensuplay Wilayah Indonesia Timur.

b. Peningkatan prasaran dan sarana komunikasi di dalam dan
4i luar Daerah Sub Wilayah Pembangunan Daerah Propensi
Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan.

¢. Peningkatan kordinasi kerja sama perencanaan dan pelak-
sanaan pembangunan antar Kabupaten dalam Wilayah Pemba-
ngunan Daerah Propensi Daerah Tingkat I Sulawesi Sela -
tan utamanya dalam rangka perwujudan program kerja sama.

Sedangkan tujuan daripada Pembangunan Daerah Tingkat
11 Barru, yang mana meruapakan bagian dari Pembangunan Da-
erah Propensi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan adalah ber
tujuan pengembangan potensi manusia secara positif, agar
mampu mengelolah dan memamfaatkan alam sekitarnya untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merata, adil,
baik materiel maupun sprituasl berdasarkan Pancasila dan

Undang-Undang Dasar 1945.

C. Beberapa Kebijaksanasan Pokok Dalam Pembangunan Daerah.

Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Tingkat
II Barru, maka kebijaksanaan arah Pembangunan Daerah ada-
lah sebagai berikut :

a. Umum
1. Arah kebijaksanaan selama PELITA III dilanjutkan dan




2.

4.
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ditingkatkan serta disempurnakan pada PELITA IV Ka-
bupaten Daerah Tingkat II Barru yaitu meningkatkan-
pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara me-
rata.

Perluasan kesempatan kerja akan lebih ditingkatkan
melalui latihan-latihan keterampilan, perluasan u-
saha-usaha dan program-program yang dapat menyerap
lebih banyak tenaga kerja.

Pembinaan pengusaha ekonomi lemah, akan lebih ::di=
tingkatkan ager supaya dapat memperluas dan mening-
katkan usahanya melalui usaha-usaha pemberian ban-
tuan permodalan, peningkatan keahlian, kemampuan ke
ahlian dan pemasaran hasil-hasil produksinya.
Pembanguna Pedesaan dilaksanakan secara terkoordiir
melelui wadah LEKMD/PEKK untuk meningkatkan partisi -
pasi masyarakat desa dalam pembangunan untuk memper
cepat Desa Swasembada.

Pembinaan aparatur pemerintah diarahkan kepada pem-
bentukan sikap mental bertakwa kepada Tuhan Yang Ma
ha Esa, Jjujur, bersih, cakap, mampu, bertanggung ja
wab, berdaya guna dan berhasil gunea.

Menyempurnakan dan meningkatkan kemampuan aparat pe
merintehan Desa/Kelurahan makin tertib dan efektif.
Meningkatkan hubungan kordinasi antara pemerintah
Daerah dengan Muspide dan para Pimpinen Instansi Pe

merintah Tingkat Kabupaten.
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8. Meningkatkan hubungan kerja sama antara Bupati Ke -
pala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Tingkat II Barru.

b. Kebi jaksanaan Sektoral

1. Melaksanakan intensifikasi terpadu dalam Bidang Per
tanian Tanaman Pangan dengan kreteria :

a. Harus lebih meluas dengan mutu intensifikasi yang
semakin meluas dan meningkat.

b. Kelompok tani yang makin meningkat dan lebih maju.

c. Diversifikasi yaitu penganekaragaman antara pa-
lawi ja. ‘

d. Pembinsan KUD yang semakin berkembang dan sehat.

e. Peningkatan pembinaan pasca panen serta pengas -
daan pangan yang cukup tinggi.

2. Melaksanakan intensifikasi, ekstensifikasi dibidang
perkebunan, tanamen, perdagangan dan industri.

3. Dibidang keagrarisan diharapkan kepada pelaksanaan-
catur tertib pertanahan yang meliputi :

2. Tertib Hukum Pertanahan.

b. Tertib Administrasi Pertanahan

c. Tertib Penggunaan Taneah,

d. Tertib Pemeliharaan dan Lingkungan hidup.

4. Dibidang industri diarahkan kepada pengembangea in-
dustri kecil, aneka industri untuk mengolah hasil-
hasil pertanian serta sumber-sumber alam lainnya.

5. Meningkatkan Peranan BUUD/KUD dan Koperasi  Primer
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melalui peningkatan aparat, organisasi dan permoda-
lan.

6. Pembangunan pasilitas pendidikan dititik beratkan
Pendidikan Dasar dan Sekolah Kejuruan. Pada Pendidi
kan Dasar, Sekolah Menengah Tingkat Pertama/Sekolah
menengah Tingkat Ktas dan Perguruan Tinggi di tuju-
kan kepada peningkatan mutu pendidikan.

7. Usaha Pembangunan Keshatan, ditujukan kepada Pening
katan pelayanan kesehatan agar letak sarana keseha-
tan mudah tercapai dengan biaya yang terjangkau o-
leh masyarakat pedesaan.

Dengan demikian pembangunen PUSKESMAS Pembantu yang
sampai kini sudah dileksnakan disemua Kecamatan dan bebe-
rapa Desa/Kelurahan perlu tetap ditingkatkan. Disamping i-
tu perlu dibarengi dengan usaha peningkatan penyuluhan dan
gizi, yang selama ini telah dilaksnakan melalui kegiatan -
kegiatan P2WESS (Demonstrasi Makanan Bergizi, Pembentukan-
Tenaga Gizi, dahslain=lain).

¢. Kebi jaksanaan Spasial (Tata Ruang)

Kebi jaksanaan Spasial tata ruang dimaksudkan agar
pembangunan Daerah dapat berjalan dengan serasl, dengan de
mikian perlu diusahakan keselarasan antara pembangunan sek
toral dengan pembangunan wilayah artinya di dalam setiap
kegiatan pembangunan, disamping pertimbangan sektoral ha-
rus pula menggunakan pertimbangan wilayah yang mengarahkan

kepada pengelolaan sumber daya yang optimal dengan memper-
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hatikan dengan kelestarian hidup. Selain itu perlu di usa-
hekan adanya keserasian laju Pembangunan antar Wilayah Pem
bangunan dan Wilayah Perkotaan, begitu pula sebaliknya.

Dalam melaksanaskan pembangunan di Daerah ini dibutuh

kan adanya pola tata ruang dalam rangka pembangunan sekto-
ral wilayah tertentu sehingga secara agrogatif dan integ -
rogatif memberikan mamfaat yang sebesat-besarnya dalam
rangka kelestarian lingkungan hidup dan keterpaduan yang
lebih baik. Demikian daerah ini yang terdiri dari 5 (lima)
Kecamatan dan 24 (due puluh empat) Desa/Kelurahan dan di-
tambah 10 (sepuluh) Desa Persiapan dan 157 (seratus lima-
puluh tujuh) Lingkungen dan Dusun.

Dengam demikian, optimasi tata ruang Wilayah dapat

dicapai melalui :

a. Usaha mengembangkan kegiatan pembangunan antar wi
layah agar laju pertumbuhannyas tidek terjadi Jju-
rang antara wilayash dengan lainnya.

b. Usaha mengelokasiken kegiatan pembangunan pada wi
layah pembangunan, sesuai dengan kondisi dan po-
tengi yang dimiliki.

c. Usaha menciptakan hubungan ekonomi sosial budayah
antar wilayah pengembangan dengan wilayah perkota
an.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan di dasar-

kan pada letak geografis, maka Kabupaten Daerah Tingkat II
Barru pada REPELITA V di bagai dalam 2 (dua) Wilayah pe-
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ngembangan dan 1 (satu) Wilayah Perkotaan yaitu :
1. Wilayah A (Dataran Rendah).

Wileyah ini meliputi yang terdapat pada Kecamatn Ta-
nete Rilau, Kecamatan Barru, Kecamatan Soppeng Riaja, Ke-
cametan Tanete Riaja dan Kecamatan Mallusetasi dengan luas
wilayaeh 37365 Ha~atau 31,08 % dari luas wilayah Kabupaten
Daerah Tingkat II Barru. Dengan kondisi geografis yang a-
gak rata disertai sokun (lapisan yang relatif agak dalem,-
sehingga memungkinkan un tuk mengembangkan berbagai jenis
kompditi antara lain :

a. Perikanan, tambak, budi daya laut (meluasa,rumput
laut, teripang dan mutiara) dan perikanan lepas
pantai.

b. Industri kecil termasuk industri rumah tangga dan
kerajinan hasgil laut.

¢. Perkebunan termasuk kelapa dalam dan kelapa hybri
da. -

d. Peternakan termasuk ayam ras dan buras.

e. Pangan termasuk padi dan palawi ja.

2. Wilayah B (Dataran Tinggi).

Wileyah ini meliputi detaran tinggi yang terdapat pa
da Kecamatan Tanete Riaja, Tanete Rilau, Barru, Soppeng Ri
aja, Kecamatan Mallusetasi dengan luas wilayah : 80.107 Ha
atau 68,79 % ddri luas wilayah Kebupaten Dati II Barru. Se
suai kondisi geografis yang bérbunkit dengan lapisan Topeoil
yang relatif agak dangkal, namum masih memungkinkan untuk
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mengembangkan berbagai komoditi antara lain :

a. Perkebunan : jambu mente, kapas, tembakau.

b. Peternakan besar : sapi.

¢, Hortikultura : Mangga, nangka, dan jeruk.

3. Wilaysh C (Perkotaan).

Sesuai &engan Rencana Induk Kota (RIK) di tetapkan
bahwa luas wilayah kota (perkotaan) sekitar 1.500 Ha yang
meliputi sebagian Wilayeh Kelurahan Tuwung dan sebagian wi
layah Kelurahan Mangempang Kecamatan Barru. Pada wilayah
ini diharapkan akan mampu diwujudkan terbentuknya kota 3
(tiga) dimensi yakni :

1. Sebagai pusat Pemerintahan.

2, Sebagai pusat perekonomian, perdagangan, pengang-

kutan dan jasa-jasa lainnya.

3. Sebagai pusat pelayanan sosial budaya.
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BAB III /
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN : /"

A. Gambaran Umum Daerah Tingkat II Barru. . /

Kabupaten Dati II Barru merupakan salah satu dari 23
Kabupaten Daerah Tingkat II dalam Wilayah Sulawesi Selatan
yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 29 Tahun 1959
(Lembaga Negara No. 74 Tehun 1959) tentang pembentukan Da-
erah Tingket II di Propensi Sulawesi Selatan yang Wilayah-
nyé sebelum dibentuk menjadi Daerah Otonom yang berstatus
Onder Afdeling dibagi menjadi 4 (empat) Wilayah Swapraja
yaitu :

1. Swaprajd Barru.

2. Swapraja Tanete.

3. Swapraja Soppeng Riaja.

4. Swapraja Mallusetasi.

Dan realisasi pembentukannya dilaksanakan menurut
Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980.
1 Geografis

Kabupaten Daerah Tingkat II Barru yang terletak ku-
rang lebih 100 sz, sebelah Utara Ibu Kota Propensi Sula-
wesi Selatan (Ujung Pandang) yang membujurndari Utara ke-
Selatan dengan panjang lebih kurang 78 Km dilalui jalan Ne
gara yang menghubungkan Kota Madya Ujung Pandang dan Kota
Madya Pare-Pare dan melintang ke Timur yang dilalui Jjalan
Negara sepanjang 35 Km yang menghubungkan Kabupaten Daerah

Tingkat II Soppeng dengan luas 1.174,72 Km? yang terletak
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sekitar 4°, 0,5%, 49° - 3°; 41°, 35° Lintang Selatan dan
entara 119°, 35°, 00° - 119°, 49°, 16° Bujur Timur dan ber
ada-di atas ketinggian O - 1000 meter dari permukaan laut.

Adapun letak Kabupaten Daerah Tingkat II Barru ber-

batasan dengan :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Madya Pare -
Pare.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Daerah
Tingkat II Soppeng, Kabupaten Dati II Sidrap dan
Kabupaten Dati II Bone.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Daerah
Tingkat II Pangkep dan Kabupaten Dati II Maros.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makmkssar.
Secara Administratif Kebupaten Daerah Tingkat II Bar-
ru yang luasnye 1.174,72 Em® itu terbagi delam 5 (1lima) Ke
camatan, 17 Deea, 7 Kelurahan, 17 Desa Defenitif serta 10
Desa Pergiapan dan terdiri 157 Dusun/Lingkungan. Daerah i-
ni berada di bawaeh kordinasi pembantu Gubernur Wilayah II
Pare-Pare.

Untuk lebih jelasnya luas Kabupaten Daerah Tingkat
II Barru dapat di perinci menurut Wilayah Kecamatan, dapat
di lihat pada tabel d4i bawah ini : ‘
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TABEL I
LUAS KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BARRU
DIPERINCI MENURUT KECAMATAN 1989.

No. ! Nama Kecamatan ‘! Luas/Em® ! Persentase

1.1.! Kecamatan Barru ‘1. 219,37 ! 18,7 !
! 2 ! Kecematan Soppeng Riaja?i' 171,05 ! 14,6 !
! 3 ! Kecamatan Tanete Rilau ! 79,17 ! 6,3 !
! 4 ! Kecamatan Tanete Riaja ! 488,55 ! 41,6 !
! 5 | Kecamaten Mallusetasi ! 216,58 ' 18,7 :

! BARRTU ' 1.174,72 ! 100 !

Sumber Data : Kabupaten Barru dalam angka Tahun 1989,
Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa Ke-
camatan Tanete Riaja mempunyai Wilaysh yang paling luas
488,55 sz atau sekitar 41,6 % deri luas keseluruhan Kabu-
paten Dati II Barru. Sedangkan yang paling sempit adalah
Kecamatan Tanete Rilau dengan luas 79,17 Km? atau sekitar

6,3 % dari luas keseluruhan Kabupaten Dati II Barru.

2. Demografi

Berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari Kantor
Statistik Kabupaten Dati II Barru, jumlah penduduk pada
akhir tahun 1989 adalah 143.825 jiwa yang terdiri atas
67.837 jiwa laki-laki dan wanita sebanyak 75.950 jiwa.




38

Kepadatan penduduknya sebanyak 122 jiwa perkilometer
persegi dan dihuni 25 Kepala Keluarga.

Dan distribusi penduduk menurut jenis kelamin yaitu
dari tingkat umur 0-4 tehun, 5-9 tahun, 10-14 tahun, 15-24
tahun, 25-49 tahun, 50 tehun ke atas.

Jadi secara terperinci dapat di lihat pada tabel be-
rikut Ini :

TABEL II
DISTRIBUSI PENDUDUK MENURUT UMUR DAN JENIS KELAMIN
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BARRU.

Ho.! Tingkat Umur ! Jenig Kelamin ! Jumlah ! !

! (tahun) | Laki-laki ! Wanita ! (jiwa) ! fersen
1. ' 0 -4 tahun ! 9.441 ! 9,102 ! 18.543 ! 13 !
2. ' 5 -9 tahun ! 9.270 ! 8.837 ! 18.107 ! 13 !
3. ! 10-14 tahun ! 10.387 ! 9.594 ! 19.981 ! 14 !
4. ! 15-24 tehun ! 15.359 ! 15.145 ! 30.504 ! 21 !
5. ! 25-49 taehun ! 18.950 ! 22.751 ! 41.701 ! 29 !
6. ! 50 th.keatas ! 5.669 ! 9.448 ! 15.117 ! 10 !

' Jumlah ! 69.076 ! T4.8T77 '143.953 ! 100 !

Sumber Data : Kantor Statistik Kabupaten Barru 1987.
Sedangkan laju perkembangan penduduk 5 ( lima )tahun

mulai dari tahun 1985 - 1989 dapat diperinci menurut jenis
kelemin. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di-

bawah ini :
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TABEL III

LAJU PERKEMBANGAN PENDUDUE SELAMA 5 TAHUN
DI KABUPATEN DAERAH TINGEAT II BARRU.

! No. ! Tehun ! qenia Felamin ? Sumlah !
! Leki-Laki ! Wanita !

''1. ! 1985 ! 66.128 ! 73.298 ! 139.426 !

' 2. 1 1986 ! 67.015 ! T4.819 ! 141.834 !

' 3. ! 1987 ! 67.731 ! T5.593 ! 143.324 !

t 4. ! 1988 ! 67.740 ! T5.776 ! 143.516 !

! 5. ! 1989 ! 68,023 ! T75.157 ! 143.180 !

Sumber Data : Kabupaten Barru Dalam Angka, 1989.
Sedangkan komposisi penyebaran penduduk di Kabupaten
Dati II Barru pada akhir tahun 1989, dapat di lihat pada
tabel berikut ini yang di perinci menurut Wilayah Kecamatan
sebagai berikut :
TABEL IV
KOMPOSISI PENYEBARAN PENDUDUK DI KABUPATEN
DATI II BARRU TAHUN 1989.

! No. ! Kecanatan ! Jenis Kelamin ! Jumlah !
' r | Leki-leki ! Wanita ! (Jiwa) |
{ 1. ! Barru 1 15.982 ! 17.558 ! 33.540 !
! 2. ! Soppeng Riaja ! 12.558 !' 13.720 ! 26,278 !
! 3. ! Tanete Rilaun ! 13.644 ! 15.817 ' 29.461 !
! 4, ! Tanete Riaja f 15.523 ' 16.993%3 ! 32.516 !
5. ! Mallusetasi ! 10.316 ! 11.087 ! 21.403 !
! Barrau ! 68,023 ! 75.175% ! 143.198 !

Sumber Data : Kabupaten #iatamiingkas tapgum 1989.
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B. Sekilas Tentang Bappeda Tingkat II Barru

Pembangunan Daerah merupakan bagian integral dari
Pembangunan Nasional dalem tatanan Negara Republik Indone-
sia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 19
45. Oleh karena itu Tujuan Pembangunan Daerah adalah sama
dengan Tujuan Pembangunan Nasional yaitu untuk mewujudkan
masyarakat adil dan makmur, merata, spritual berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Sejalan dengan itu bahwa Pembangunan Daerah adalah
bagian integral dari Pembangunan Nasional makas dibentuklah
suatu Badan Perencanaan Pembangunan Nakional Daerah Ting-
kat I dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II
yang mana mengkoordinir langsung Pembangunan yang langsung
di laksanekan di Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.

Sesuai dengan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
No. 185 Tahun 1980 tanggal 28 Agustus 1980 tentang Pedoman
Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Da
erah Tingkat II, demi untuk kepentingan Pemerintahan seca-
ra berdaye guna dan berhasil guna dan sejauh mungkin me-
nyeragamkan Organisasi Badan Perencanamn Pembangunan Dae -
rah Tingkat II, maka di buatlah Peraturan Daerah Nomor 04
Tahun 1982 ayet 2 menyatakan bahwa :

"Kedudukan Badan Perencanasan Pembangunan Daerah Ting

ket II Barru adalah Badan/Staf yang langsung berada

%3333;3? dan bertanggung jawab kepada ?npati gepala

Kemudian pasal 2 ayat 3 menyatakan bahwa :

"Badan Perencansan Pembangunan Daerah di Pimpin oleh
Ketua".
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a. Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Daerah Tingkat II Barru.
Untuk melihat dan mengetahui fungsi Bappeda terlebih
dahulu penulis memberikan kejelasan tentang kedudukan Bap-
peda Tingkat II Barru dengan dasar pembentukannya.

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan
Deerah Tingkat II se Sulawesi Selatan.

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan di Daerah (Lembaga Negara Republik Indone-
sia Nomor 3037).

3+ KEepres No. 27 Tahun 1980 tentang pembentukan Badan Pe-
rencanaan Pembangunan Daerah.

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 185 Tahun 1980 ten-
tang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Perenca -
naan Pembangunan Daerah Tingkat I.dan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Tingkat II1 se Indonesia.

5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barru (Lea-
baran Daerah Kabupaten Daerah Tingkaet II Barru No.:46/
1983 geri D Nomor 15).

Dengan melihat perumusan di ates ini kiranya dapat
dijadikan pegangan pokok dalem rangke melaksanaan fungsi
perencanaan serta tugas pokok Badan Perencanaan Pembangun-
an Daerah Tingkat II Barru sebagai salah satu Unit Organi-
sasi dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri, yang mela-
kukan perencanaan umum dan tujuan agar dapat memberi petun
juk, pedoman, persyaratan dan ketentuan-ketentuan dalam me
nyusun dan melaksanakan kegiatan pembangunan di Daerah mu-
lai dari Rencana Pembangunan Lima Tahun di Daerah, Rencana

Tahun Deerah, Monitoring dan pengendaliannya baik un tuk
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Pembangunan Sektoral maupun untuk Pembangunan Regional.
Berhubung dengan luasnya bidang dan ruang lingkup pe
rencanaan umum yeng sangat memungkinken adenya tumpang tin
dih didaelam melaksanakan tugas, meka perlu diadakan pemba~
gian kerja, dimana tugas pokok Badan Perencanaan Pembangun
an Daerah Tingket II Barru adaleh membantu Bupati Kepala

Daerah di dalam menentukan kebijaksanaan di Bfdang Peren -

canaan Pembangunan di Daerah serta penilaian atas pelaksa-

naannya di EKebupaten Daerah Tingkat II Barru.
Untuk menyelenggarakan tugas-tugas pokok ini, maka

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II Barru menm-

punyai fungsi yang mencakup :

1. Menyusun Pole Dasar Pembangunan Daerah yang terdiri da-
ri Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang dan Pola
Umum Pembangunan Lima Tahun Daerah. |

2. Menyusun Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah.

3. Mengurus program-program tahunan sebagai pelaksanaan
rencana-rencana tersebut pade angka satu dan dua diatas
baik yang dibiayai oleh daerah sendiri ataupun yang di-
usulkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I untuk di'ma-
sukkan ke dalam program Daerah Tingkat I ataupun yang
diusnlkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan ke-
dalam Program Tehunan Nasional.

4. Melakukan Kordinasi Perencanaan diantara Dinas satuan

organisasi lainnya dalam lingkungen Pemerintah Daerah

Tingkat II Barru.
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5. Menyusun Rencana Anggara Pendapatan dan Belanja Daerah
bersama-sama dengan Kepala Bagian Keuangan Sekretariat
Wileyah Daerah Tingkat II Barru dengan Kordinasi Sekre-
tariat Wilayah Daerah Tingkat II Barru.

6. Melakukan Kordinasi atau mengadakan penelitian untuk ke
pentingan Perencanaan Pembangunan di Daerah.

7. Mengikuti persiapan dan perkembangan Pelaksanaan Renca-
na Pembangunan di Daerah untuk menyempurnakan perenca -
naan lebih lanjut.

8. Memonitor pelaksanaan pembangunan di Daerah.

9. Melakukan kegiatan lain dalam rangka perencanasan sesuai
dengan petunjuk Bupati Kepala Daerah Tingkat II Barru.

b. Struktur Organisasi Bappeda
Sebelum diuraikan struktur organisasi BAPPEDA terle-
bih dahulu diuraikan pengertian daripada pengorganisasian
agar lebih mudah dipahami struktur organisasi pada BAPPEDA
Tingkat II Barru. Prof. Dr. Sondang P. Siagian, MPA, dalam
bukunya yang berjudul "Filsafat Administrasi". (1979 :116 )
yang mengatekan bahwa : |
"Pengorganisasian adalah keseluruhan proses pengelom
pokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung
jawab dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercip-
ta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai
suatu kesatuan dalam rangke pencapaian tujuan yang
telah di tentukan".
Dalam membicarakan-pengorganisasian, tidak lepas ka-
itannya dengan hakekat organisasi, bilamana organisasi me-
rupaken alat Administrasi dan Managemen, maka pade hakekat

nya di tinjau dari dua aspek, yaitu :
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1. Organisasi sebagai wadah atau sebagai tempat kegiatan
Administratif dan Managemen dilaksanakan serta bersifat
relatif dan statis.

2. Organisasi sebagai proses, yaitu merupakan interaksi o-
rang-orang didalam organisesi itu sendiri.

Dalam hel ini organisasi sebagai proses dengan sen-
dirinya bersifat dinemis daripada sebagai wadah,organisasi
sebagai proses diperhadapkan kita kedalam dua jenis hubung
an yang terdapat di dalam organisasi yaitu hubungan formal
dan hubungan informal.

Dalam penyusunan/pembenfukan Struktur Organisasi BAP
PEDA Tingkat II Barru berdasarkan Peraturan Daerah Nomofﬂ4
Tahun 1982 sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 27
Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangun
an Daerah Tingkat I dan Dati II dan Keputusan Menteri D;-
Jam Negeri Nomor 185 Tahun 1980 tentang Pedoman Organisasi
dan Tata Kerja Badan Perencansan Pembangunan Daerah Ting -
kat I dan Tingkat II se Indonesia, dengan dasar pertimbang
an bahwa dalam rangka usaha peningkatan keserasian Pembang
unan di Daerah diperlukan adanye peningkatan keselarasan
antara Pembangunan Sektoral dan Pembangunan Regional dalam
rangka usaha menjamin laju perkembangannya, keseimbangan
dan kesinambungan pembangunan di Daerah diperlukan peren -
canaan yang lebih menyeluruh dan terpadu disegala sektor.

Adapun Peraturan Daerah tentang Susunan Struktur Or-

ganisasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat
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IT Barru dengan Nomor 04 Tahun 1989 tanggel 28 Jund, untuk
lebih jelasnya dapat dilihat pada éﬁpiran Badan Perenca-

naan Pembangunan Daerah Tingkat II 0 berdasarkan beban

kerja yang di pikulnya, dapat di bagi dalam‘3 (tiga) type
yaitu :
1. BAPPEDA Tingkat II Type A
2. BAPPEDA Tingkat II Type B
«+ J. BAPPEDA Tingkat II Type C
Sehnbungan dengan maksud di atas,maka Badan Perenca-
naan Pembangunan Daerah Tingkat II Barru termasuk ke dalam
golongan BAPPEDA Tingkat II Type C, yang terdiri dari sed-
rang Ketua yang kedudukannyas sebagai Ketua Badan Perenca-
naan Pembangunan Daerah. Didalam menjalankan tugasnya di-
bidang perencanaan, khususnya dalam lingkungan  Kabupaten
Daerah Tingkat II Barru senantias di bantu oleh beberapa
bagian dalam lingkungan organisasi yang dipimpinnya, kemu-
dian bertanggung jawab kepadanya. Adapun bagien - -bagian
yang membantu Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Tingkat II Barru dalem menjalenkan tugasnya sebagai beri-
kut :
"BAPPEDA Tingkat II Type C terdiri dari :
.a. Ketua
b. Sekretaris
c. Kepala Bidang Pendataan dan Laporan
d. Kepala Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya
e. Kepala Bidang Fisik dan Prasarana".
Pembentukan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Tingkat II Barru yang berdasarkan pada Peraturan
Daerah Kabupateh'Daerah Tingkat I1 Barru Nomor 04 Th. 1982
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Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barru Nomor 16/
1983 Seri D Nomor 15, dengan tugas masing-masing Kepala-
Bagian sebagai berikut :
a. Ketua
b. Sekretaris
Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis
Administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam
lingkungan Bappeda Tingkat II Barru untuk menyelengga -
rakan tugas-tugas tersebut, sekretaris mempunyai tugas
sebagai berikut :
1. Menyusun rencana kegiatan Bappeda Tingkat II Barru.
2. Melakukan urusan keuangan.
3. Melakukan urusan umum.
Sekretaris terdiri dari :
1. Urusan penyusunan rencana kegiatan.
2. Urusan Keuangan.
3. Urusan Umum.
ad. 1. Urusan Penyusunan Rencana Kegiatan mempunyai tugas
mempersiapkan penyusunan rencana kegiatan tahunan,
mengikuti pelakeanm kegiatan dan melakukan evélu—
asi atas pelaksanaan.
ad. 2, Urusan keuangan mempunyai tugas melakukan urusan ke
uangan.
ad. 3. Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat
menyurat, urusan kepegawaian, urusan rumah tangga

dan urusan perlengkapan.
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c¢. Kepala Bidang Pendataan dan Laporan

Kepala Bidang Pendataan dan Laporan mempunyai “.. tugas

menghimpun data, melakukan analisa dan penilaian,menyu-

sun laporan serta melakukan penyusunan statistik dan do-
kumentasi mengenai pelaksanasan pembangunan Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Pendataan

dan Laporan mempunyai fungsi :

1. Mengumpul dan menganalisa data serta membina statis
tik.

2. Melakukan penilaian dan bimbingan atas pelaksanaan
pembangunan di Daerah.

3. Melakukan kegiatan dokumentasi dan memberikan infor-
masi tentang rencana dan program serta habdil. pelaksa
ﬁaan pembangunan di Daerah.

4. Menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan di -
Daerah.

Bidang Pendataan dan Laporan terdiri dari :

1. Seksi Pengumpulan Data.

2. Seksi Analisa dan Penilaian.

3. Seksi Pelaporan.

4. Seksi Statistik dan Dokumentasi.

ad.1s78ekal Pingunpulan~Bata:mempunyail:tugas mengunpal -

kan dan mempersiapken data mengenai pelaksanaan

pembangunan .
ad.2. Seksi Analisa dan Penilaian mempunyai tugas mem -

persiapkan bahan-bahan dan data laporan pelaksa -
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naan pembangunan dalam rangka analisa dan penilai
an,

adij;.Seksi Pelaporan mempunyai tugas menyusun laporan-

hasil pelaksanean pembangunan dan mempersiapkan-
laporan Bupati Kepala Daerah.

ad.4. Seksi Statistik dan Dokumentasi mempunyai tugas

menyusun statistik dan melakukan dokumentasi ha-
sil-hasil pelaksanaan pembangunean.

Kepala Bidang Ekonomi dan Soegial Budaya

Bidang Ekonomi den Sosial Budaya mempunyai tugas mela -

kukan dan mengkordinasikan kegiatan perencanaan pemba -

ngunan, kesejahteraan rakyat, pertanian koperasi dan pe
masaran produksi serta industri dan Jjasa.

Untuk menyelenggarskan éugas tersebut Bidang Ekonomi dan

Sosial Budaya mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melakukan kegiatan perencanaan Pembangunan, kesejah-
teraan rakyat, pertanian, koperasi dan pemasaran pro
duksi serta industri dan jasa.

2. Mengkordinasikan dan mengintegrasikan rencana pemba-
ngunan kesejahteraan rekyat, pertanian, koperasi dan
pemasaran produksi serta industri dan jasa yang di -
susun oleh Dinas-dinas Daerah Satuan Organisasi lain
dalam lingkungan pemerintah Daerah Tin gkat II Barru
Instansi Vertikal, Kecamatan-Kecamaten dan Badan la-
innya yang berada dalam Wilayah Daerah Tingkat II

Barru.
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Melakukan Inventarisasi permasalahen dibidang Ekomomi
den Sosial Budaya serta merumuskan langkah - langkah
kebi jaksanaan dan pemecehannya.
Melekukan atau mengkordinasikan penyusunan program
tahunan dibidang Ekonomi dan Sosial Budaya yang me-
liputi kesejahteraan rakyat, pertanian, koperasi dan
pemasaran produksi serta industri dan jasa dalam
rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Lima Tahun Da
erah atau proyek-proyek yang diusulkan kepada Pemer-
intah Daerah Tingkat I untuk dimasukkan kedalam prog
ram Daerah Tingkat I atau yang diusulkan kepada Pe-
merintah Pusat untuk dimasukkan kedelam Program Ta-
hunan Nasional.
Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya terdiri dari:
1. Seksi Kesejahteraan Rakyat.
2. Seksi Pertanian.
3. Seksi Koperasi dan Pemasaran Produksi. .
4. Seksi Industri dan Jasa.
ad.1..Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas mem
persiapkan penyusunan rencana dan program pe-
layanan sosial dan kesejahteraan rakyat.
ad.2. Sekei Pertanian mempunyai tugas mempersiapkan
bahan penyusunan rencena dan program pertanian
tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebu

nan dan kehutanan.

-at.3. Sekesi Koperasi dan Pemesseran Produksil mempunyai
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tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana -
dan program usaha pengkoperasian dan pemasaran
produksi.
ad.4. Seksi Industri den Jasa mempunyai tugas memper
siapkan bahan penyusunan rencana program perin
dustrian, jasa, angkutan, perbangkan, dan ke-
giatan-kegiatan lein yang sejenis.
e. Kepale Bidang Fisik dan Prasarana
Bidang fisik dan prasarana mempunyai tugas melaksanakan
dan mengkordinasikan kegiatan perencanaan Pembangunan
pengairan, perhubungan dan telekomunikasi, tata ruang
dan tata guna tanah serta sumber alam dan lingkungan hi
dup.
Untuk menyelenggarakan tugas-tugas tersebut, Bi-
dang fisik dan prasarana mempunyai fungsi : |
1. Melekukan kegiatan perencanaan Pembangunan pengairan
penghubungan dan telekomunikesi, tata ruang dan tata
guna tanah serta sumber alam dan lingkungan hidup.
2. Mengkordinasikan dan mengintegrasikan pembangunan pe
ngairan, perhubungan dan telekomunikasi, tata ruang
dan tata gune tanah serta sumber alam dan lingkungan
hidup yang disusun oleh dinas-dinas satuaan organisa
8i dalam lingkungan pemerintah deersh, instansi ver-
tikal, kecamatan-kecamatan dan badan-badan lainnya
yang berada dalam Wilayeh Daerah Tingkat II Barru.
3. Melekukan inventarisasi pefmaaalahan dibideng fisik
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serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanean peme-

cahannya.

4. Melaksanakan dan mengkordinasikan penyusunan program
tahunan di bidang fisik dan prasarana yang meliputi
pengairan, penghubungan dan telekomunikasi, tata ru-
ang dan tate guna tanah serta sumber alam lingkungan
hidup dalam rengka REPELITA Daerah atau proyek-pro -
yek yang di usulkan kepada pemerintah Daerah Tingkat
I untuk dimasukkan kedaleam program Daerah Tingkat I
atau yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk di
masukkan kedalam program tahunan Nasional.

Bidang Fisik dan Prasarana terdiri dari :

1. Seksi Pengairan

2. Seksi Tata Ruang dan Tata Guna Tanah

3. Seksi Perhubungan dan Telekomunikasi

4. Seksi Sumber Alam dan Lingkungan Hidup.

Untuk menyelenggaraken tugas pokok ini, makae Badan
Perencanaan Pembangunan Deerah Tingkat II Barru mempunyai
Pedoman Tata Kerja sebagai berikut : |

Dalam melaksanaken tugasnya : Ketua, Sekretaris, pa-
ra Kepala Bidang, Para Kepala Seksi dan Para Kepala Urusan
padﬁ Badan'Perencanaan ?embangnnan Daerah Tingkat II Barru
wajib menerapkan prinsip kordinesi, integrasi, dan singkro

nisasi.
a. Setiap pimpinen suatu organisasi dalam lingkungan Peren

canaan Pembangunan Daerah Tingkat II Barru wajib mema -
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tuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada a-
tasan masing-masing dan menyampaiken laporan berkala te
pat pada waktunya.

b. Setiap laporan yang diterimah oleh pimpinan suatu orga-
nisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunekan seba-
gai penyusunan lebih lanjut dan untuk memberiken petun-
Juk-petunjuk kepadea bawahan.

¢. Dalam mempersiapkan rencana dan program pembangunan di-
Daerah, Badan Perencenaan Pembangunan di Daerah Tingkat
II Barru wajib senantiesa memelihara hubungan kerja kor
dinat#if dengan instansi di Daerah Tingkat I dan Daerah-
Tingkat II secara hirachi,

d. Badan Perencanesan Pembangunan Daerah Tingkat II Barru
bersama-sama dengan instansi-instansi vertikal diDaerah
wajio memelihara dan mengembangkan rencana pembangunan-
di Daerah secara terpadu.

Badan Perencanasan Pembangunan Daerah Tingkat II Bar-
ru dalam melaksanakan kegiatannya wajib mengusahakan ke~
terpaduan antara rencane Nasional dengen Rencana Daerah
serta rencana antar Daerah.

Hubungan kerjasama Badan Perencanasan Pembangunan Da-
erah Tingkat I dan Daerah Tingkat II bersifat konsultatif
fungsional dan hubungan kerjasama Badan Perencanaan Pemba-
ngunan Daerah Tingkat II dengan Badan Perencanaan Pembang-

unan Nasional beraifat'konaultatif Nasional melalui Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dalam rangka me-
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nyusun rencane Anggaran Belanja Daerah Tingkat II, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II Barru menyusun
dan mengkordinasikan Rencane Anggaran Program Pembangunan-
Daerah yang bersangkutan serta mempersiapkan rencana fla-
pond anggaran masing-masing program penyusunan rencana APH
(Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) II Barru tahun yang
bersangkutan secara keseluruhan, dikordinasiken oleh sek -
retaris Wilayah Daerah Tingkat II Barru.

Dengan pembagian tugas yang jelas, baik antara pimpi
nen dan bawahan, maka tiap pegawai atau organisasi dapat
melaksanakan tuges menurut bidang tugas yang dibebankan a-
tau yang telah ditetapkan.

Untuk lebih jelasnya penulis perlu mengemukakan kea-
daan personil BAPPEDA Tingkat II Barru sebagai berikut :
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TABEL V

KEADAAN PEGAWAI BADAN PERENCANAAN PEM-

BANGUNAN DAERAH TINGEKAT II BARRU TARUN 1988,
! NO. ! PANGEAT/GOLONGAN JUMLAH ! KETERANGAN
1. ! I11/4 1 ! Ketua !
2. ! III/c 1 ! !
3, ! I1I/b H ! !
4. ! I1I/e 2 ' '
5. ! \I1/d 1 ! !
6. ! II/c 3 ' ;
7. ! II/b 3 ' ,
8. ! I1I/a 2 ! !
9./ ¢ I/v 2 ! !
' JUMLAEH 18 ! '

Sumber Data : Kantor Bappeda Tingkat II Tahun 1988,



Lebih lanjut penulis perlu mengemu aﬁén mengenai ke-
adaaﬁ pendidikan personil BAPPEDA Tingkat II Barru yang
sangat menentukan tercapainya tujuan organisasi seperti
pada tabel berikut ini :

TABEL VI
KEADAAN PEEDIDIEKAN PEGAWAI BAPPEDA
TINGEAT II BARRU TAHUN 1988.

T NO. ! PENDIDIEAN ! = JUMLAH ! KETERANGAN !
! 1. ! Sar janaea ! 8 ! !
! 2. ! Sarjana Muda ! 4 ! !
! WA T A ! 3 - !
! 4., 81 2P ! 2 ! !
' 5.1 8D ! 1 ! !
! ! J UMLAH ! 18 ! !

Sumber Data : Kantor Bappeda Tingkeat II Barru, 1988.

!
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BAB IV
PELAKSANAAN KORDINASI DAN FAKTOR-FAKTOR
YANG BERPENGARUH.
A. Mekanisme Perencanaan

Pada begien ini yang membicarakan tentang mekanisme
perencanaan, ini bertujuan untuk memperoleh keserasian ke-
terpaduan dalam rangka penyusunan rencara program / proyek
pembangunan di Deerah make di perlukan kordinasi antara
instansi-instansi vertikal, dinas otonom dan unit-unit ker
ja 1ainnya.dalam Wileyah Daerah Tingkat 11 yang bersangku-
tan. Oleh karena itu perlu diciptakan suatu sistem kordi -
nasi yang dapat menjamin terciptanya mekanisme kerja dalam
penyusunan dan pengusulan rencana program/proyek pembangun
an di Daerah.

Sesuai dengan Instrukei Menteri Dalam Negeri nomer 4
tahun 1981 tentang peningkatan kordinasi perencanaan dan
pengendalian suatu program/proyek sektoral yang masuk Desa
dengan menganut sistem perencanaan dari bawah ke atas dan
dari atas ke bawah (bottom up and top down planning)dengan
melalui pembehasan dalam berbagai tahap/tingkatan diskusi
dan konsultasi perencanaan yang dimuali dari. tingket:Desa:
atau Lurah, Camat, tingkat Interen BAPPEDA Tingkat II, Bap
peda Tingkat I, tingkat Regional dan tingkat Nasional. Hal
ini dimaeksudkan agar supaya dapat menjamin adanya kesera -
gian dan keterpaduan pembangunan dalam rangka  pemerataan

pembangunan dan hasil-hasilnya diseluruh tanah eir.
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Dalam hubungannya dengan wewenang dan fungsinya mem-
bantu Bupati Kepala Daerah Tingkat II Barru delam menentu-
kan kebi jaksanaan perencanaan pembangunan memegang peranan
penting dalam upaya mengkordinasikan kegiatan penyusunan
rencana program/proyek dari Instansi Vertikal, Dinas Oto-
nom dan Unit EKerja lainnya dalam Wilayah Dati II Barru.

Sehubungan dengan itu berdasarkan surat © Keputusan
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan No. 302/
V/8 tentang mekanisme Perencanaan pembangunan dari bawah
ke atas dan dari atas ke bawah sebagai tindak lanjut dari
pada instruksi Menteri Dalam Negeri No. 04 Tahun 1981 dan
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 050/189/BANGDA, ten-
tang persiapan penyusunan rencana program/proyek tahunan-
meka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II Barru
melaksahakan penyusunan dan pengusulan rencana program /
proyek pembangunan dari bawah ke atas dan dari atas keba -
wah (bottom up and top down planning) dengan mekanisme ker
ja sebagai berikut : |
Tahap Pertama : Tahap musyawarah pembangunan tingkat Desa

atau Kelurahan, yaitu setiap tahun sedini-
mungkin LEMD yang di pimpin oleh Kepala De
sa/Kelurahan dengan bimbingan Camat dan
dibantu oleh Kepala Urusan Pembangunan De-
sa, Kecamatan mengadakan kegiatan inventa-
risasi potensi Desa, permasalahan dan sa-

saran pemecahannya dan selanjutnya penyu-
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sunan usulan rencana program atau proyek
pembangunan baik yang dibiayei dengan Swa
daye Desa maupun yang diusulken untuk di-
biayai oleh Bantuan Pembangunan Desa,APBD
Tingkat II dan APBD Tingkat I serta APEN
untuk selanjutnye ditermskan kepada Camat
guna dibahas dalam temu karya pembangunan
tingkat Kecamatan. Waktu penyelenggaraan-
musyawarah pada bulan Maret/April setiap
tehun. Kemampuan perencanaan dari  bawah
terutama dari Desa masih sangat kurang
dan oleh karena itu BAPPEDA Tingkat II
bersama-sama dengan Kantor Pembangunan De
sa Tingkat II tidak dapat melepaskan be-
gitu saja pelaksanaan diskusi ini untuk
mencegah jangan sampai hasil diskusi fter-
sebut hanya akan merupakan daftar keingin
an yang tidak didesarkan kepada kebutuh-
an utama bagi Desa.

Tahap Temu Karya Pembangunan Tingkat Ke-
camatan dilakukan delam bentuk  diskusi
UDEKP dan Temu Karya LEMD, yang dipimpin
oleh Camat dengan bimbingan BAPPEDA Ting-
kat II dan di bantu oleh Kepala Kentor
Pembangunan Desa dengan tujuan membahas

kembali rencana progrem/proyek pembangun-
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an Desa/Kelurahan guna memperoleh keter-
paduan program/proyek pada tingkat Keca-
matan.
Peserta Temu Earya Pembangunan Tingkat Ke
camatan baik delam bentuk Temu Karya LEMD
maupun diskusi UDKP Wilayah Kecamatan dan
aparat Dinas Instansi Vertikal di Tingkat
Kecamatan. Waktu penyelenggaraannya pada
bulan April/Mei, dan di harapkan dapat
menghasilkan rumusan-rumusan berikut ini:
1.Usul rencana program/proyek:gkan’dibia-
yai baik oleh swadaya masyarakat Desa/
Kelurahan maupun oleh Bantuan Pembangu-
nan Desa, dikembalikan pada Desa/Kelura
han yang bersangkutan.
2.Usul rencana/program yang sudah disele-
saikan akan dibiayai oleh APBD dan APBN
di teruskan kepada Bupati Kepala Daerah
Tingkat I1 untuk selanjutnya di bahas
dalam forum rapat kordinasi Pembangunan
Daerah Tingkat II.
Sebelum diskusi ini dimulai Camat beser
ta staf dengan bimbingan BAPPEDA Ting-
kat IT1 dan Kantor Pembangunan Desa Dae-
rah Tingket II harus mentabulasi selu-

ruh program/proyek yang secara tentatif
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telah di majukan/di usulkan oleh Desa/Ke-
lurahan untuk melaksanakan melalui swada-
ya masyarakat atau melalmi bantuan Desa/
Kelurahan. Begitu Camat perlu menganalisa
data program/proyek guna mengetahui apa-
kah terdapat dua atau tiga Desa atau le-
bih yang berdekatan, perlu menggabungkan
potensi swadaya atau Inpres Bantuan Desa
yang bersangkutan untuk memecahkan masa-
lah pembangunan yang dihadapi bersama dan
memfaatnya dirasaken bersama oleh Desa.

3.Mengelompokkan usul/gagasan program/proye
yang diusulkan oleh Desa, berdasarkan Ins-
truksi MENPAN/Wakil Ketua BAPPENAS Nomor
1799/WK/9/1981, dan mentabulasi/mengana -
lisa data program/proyek.

Tahap Ketiga : Pade tahap ini yaitu Rapat Kordinasi Pem-
bangunan (RAKORBANG) Daerah Tingkat II.
Pelaksanaannya dilakukan oleh Bupati Ke-
pala Daerah Tingkat II, meminta kepada Di
nas, Satuan Organisasi dalam lingkungan
Sekretariat Wilayeh Daerah Tingkat II,Ins
tanei Vertikal /Lembage Vertikal untuk me-
ngajukan usul rencana program/proyek pem-
bangunan untuk tahun anggaran yang akan

datang. Bappeda Tingkat II mempersiapkan-
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bahan-bahan sebagai patokan usulan renca-
na program/proyek bagi Instansi Vertikal/
Dinas atau Satuan Organisasi memperhati-
kan usul-usul program/proyek disertai a-
nalise pendahuluan tentang kelayakan. Me-
ngingat keterbatasan waktu maka setiap
Inestansi/Dinas atau Satuan Organisasi la-
innya sebaiknya mempersiapkan studi penda
huluan ini pada bulan April sampai perte-
ngahan bulan Juni.
Dalam hal ini Instansei/Dinas atau satuan
organisasi tidak memiliki tenaga ahli a-
tau program/proyek tersebut dianggap ti-
dak memerlukan studi kelyakan pendahuluan
maka yang harus dipersiapkan adalah lapo-
ran dan evaluasi proyek dengan mengguna -
kan kerangka logis. Selain itu delam ta-
hap ini hendaknya Dinas Pendapatan Daerah
Tingkat II bekerja sama dengan bagian ke-
uangan, perlu meleksanakan kegiatan seper
ti berikut ini :
1.Meninjau kembali pelaksanaan/pengumpul-
an pendapatan Daerah Tingkat II, seka-
ligus kesulitan-kesulitannya dan usaha-
usaha untuk peningkatan/perbaikan.

2 .Membuat rekomendasi yang perlu untuk-
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perbaiken dalam pelaksanaan pengumpulan
pendapatan Daerah Tingkat II, untuk pe-
rubahan dalam tarif pajak, perluasan je
nis atau obyek pajak dengan menggali
sumber-sumber penerimaan yang baru ber-
dasarkan peraturan yang berlaku,.

J.Mengsistimasi kembali jumlah dan rutin
dan pembangunan yang diharapkan dapat
diterima untuk tahun anggaran yang akan
datang.

4 .Mengsistimasi kembali jumlah dana Inp -
res Daerah Tingkat II dan Inpres laini-
nya yang tersedia untuk tahun anggaran
yang akan datang.

Estimasi jumlah dana akan menjadi penun
tun bagi BAPPEDA Tingkat II, Dinas pen-
dapatan dan bagi keunangan dalam membim-
bing atau mengarehkan Dinas-Dinas Dae-
rah Tingkat II dan Lembaga-Lembaga da-
lam menyusun prioritas program / proyek
dan kegiatan dalam tahun anggaran yang
akan datang, adalah :
a.Untuk melengkapi bahan penyusunan pro
gram/proyek pembangunan untuk tahun
anggaran berikutnya, selain menggune-

kan paket usul rencana program/proyek




63

pembangunan Hasil Rumusan Temu Karya
Pembangunan Tingkat Kecamatan, maka
Bupati Instansi Lembaga Vertikal me-
ngajukan usul rencana Tahunan masing-
masing.

b.Dibawah kordinasi Ketua Bappeda Ting-
kat II usul rencana program/prgyek ha
8il Temu Karya Pembangunan Tingkat Ke
camatan dan usul rencana program atau
proyek secara interen dibahas dan di-
olah lebih dahulu bersama-sama dengan
bagian pembangunan dan bagian keua-
ngan sekretariat Wilayah serta Kepala
Kantor Pembangunan Desa Tingkat Keca-
matan.

c.Dengan petunjuk dan bimbingan Bupati
baik mengenai strategi maupun priori-
tas pembangunan sesuai Pelita Nasio-
nal dan Daerah, make di bawah Kordina
gsi Ketua BAPPEDA Tingkat II usul ren-
cana program/proyek pembangunan diba-
has lagi dalam suatu forum rapat kor-
dinasi Pembangunan Tingkat II yang di
hadiri para Wilayah Kecamatan, Ing-
tansi atau Lembaga Vertikal dan Satu-
an Organisasi dalam Wilayah Sekreta -
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riat Wilayah Daerah Tingkat II.

d.Waktu penyelenggaraan Rapat Kordinasi

Pembangunan Daerah Tingkat II sebaik-

nya dilakukan pada bulan Mei/Juni,dan

diharapkan dapat menghasilkan rumusan
atau usul program/proyek Pembangunan-
sebagai berikut :

- Yang akan dibiayai oleh APBD asli
Tingkat I.

- Yang akan dibiayai oleh APBN, di u-
sulkan lewat Sektoral/Instansi Ver-
tikal di Propensi Daerah Tingkat I.

- Yang akan dibiayai oleh Program Ban
tuan Pembangunan Desa (INPRES).

- Yang akan diusulkan sebagai proyek
khusus (BANPRES), kerjasama Luar Ne
geri dan lain-lain.

Usul-usul program/proyek/Instansi o-

leh Bupati dimuat dalam format-format

yang ditentukan dan dikelompokkan se-
suai petunjuk surat Edaran MENPAN/Wa-
kil Ketua BAPPENAS No.1789/WK/9/1981
tanggal 3 September 1981 selanjutnya
dikirim kepada Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I, Up. Ketua Bappeda Tingkat-
I dan Kepada Kefua BAPPENAS Up. Depu-
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.Daerah serta’

““Direktur Jen~

ti Bidang Regional d
Menteri Luar Negeri
deral Pembangunan Daerali??‘éﬁmpur -
naan Dokumen Rencena Proyek (DRAP) se
perti diketahui bahwa rencana proyek-<
sebagai usaha atau kegiatan yang di-
makesudkan untuk menghasilkan: suatu has
sil tertentu delam rangka mencapai tu
juan tertentu dalam suatu kurun waktu
tertentu melalui penyediaan dan penge
lolaan masukan-masukan proyek barupa
dana, tenaga, teknologi dan sebagai -
nya, maka selayaknyalah bila pada a-
wal perumusan masalah pengendaliannya
dan pelaksanaannya sudah diperhitung=
kan pula. Guna memudahkan pengendali-:
annya bile usul itu disetujui._

Tehap Kordinasi Pembangunan ( RAKORBANG)

Daerah Tingkat I.

Pada tahap ini hendaknye diperhatikan :

1. Untuk melengkapi bahan penyusunan pro
gram atau proyek Pembangunan untuk ta
hun anggaran berikutnya, selain meng-
gunakan paket usul rencana  program/
proyek pembangunan. Hasil Rumusan Ra-
pat Kordinasi Pembangunan Daerah Ting
kat II, maka Gubernur Kepala Daerah -
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Tingkat I, meminta kepada Dinas, Ins
tansi/lLembaga Vertikal dan Satuan-
Organisasi dalam lingkungan Sekreta-
riat Wilayah Tingkat I, untuk menga-
jukan usul rencana program/proyek
pembangunan untuk tahun anggaran be-
rikutnya.

dibawah kordinasi Bappeda Tingkat I,
usul rencana program/proyek Pemba -
ngunan Daerah Tingkat II dan usul
program/proyek Pembangunan secara in
teren dibahas dan diolah lebih dahu-
lu bersama-sama Biro Bina Pembangun-
an dan Bina EKeuangan Sekretariat Wi-
layah Daerah Tingkat I serta Direkto
rat Pembangunan Desa Daerah Tingkat
I yang bersangkutan.

Dengan petunjuk, bimbingan dan penga
rahan Gubernur Kepala Daerah Tingkat
I baik mengenal strategi maupun pri-
oritas Pembangunan sesuai REPELITA -
Nasionel dan PELITA Daerah, maka di-
bawah Kordinaei Ketua BAPPEDA Ting -
kat I usul Rencema Program/proyek
pembangunan dibehas lagi dalam forum
Rapat kordinaei pembangunan Daerah -
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Tingkat I yang dihadiri oleh BAPPEDA
Tingkat II dalam lingkungannya, Di-
nas, Instansi Lembaga Vertikal dan
Satuan Organisasi dalam lingkungan
Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I,
dengan tujuan untuk memperoleh keter
paduan dan keserasian program Pemba~
ngunan pada Tingkat Propensi.
Waktu penyelenggaraan Rapat Kordina-
si Pembangunan Daerah Tingkat I pada
bulen Juli dan bulan Agustus. .Diha=
rapkan dapat menghasilkan rumusan ue
sul-usul dari program/proyek pemba -
ngunan sebagai berikut :
a.Yang dinilai cukup dibiayai oleh
APBD.
b.Yang dinilai cukup dibiayai oleh
APBD dari Daerah Tingkat I, selan-
jutnya dituangkan dalam rencana A-
PBD Daerah Tingkat I dengan perhi-
tungan kemungkinan adanya usul pro
gram/proyek yang bagi daerah prio-
ritas, tapi usul rencana program /
proyek tidak ditampung oleh APEN/
sektor.

¢c.Yang akan dibiayai oleh Bantuan
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Pembangunan (INPRES).

d.Yang dinilai masih diusulkan untuk
dibiayai oleh APEN untuk dibahas da-
lam Forum Konsultasi Nasional Pemba-
ngunan.

e.Yang dinilai masih diusulkan untuk
dibahas lagi delam Forum Konsultasi-
Regional Pembangunan.

f.Yang diusulkan sebagai proyek khusus
(Bantuan Presiden, kerjasama Luar Ne
geri).

g.Yang diusulkan untuk dibiayai oleh
Swasté dan Perbankan.

Tahep Kelima : Tahap Konsultasi Regional ?embangunan.
Setelah mengkaji faktor kebersamaan dan
faktor-fektor lain yang mendorong dan me-
latarbelakangi persiapan perencanaan pem-
bangunan untuk’ tahun anggaran berikutnya
dalam forum konsultasi Regional Pembangun
an akan dibahas :

1. Renacan program pembangunan sebagaima~
na yang tercantum dalam REPELITA Nasi-
onal dan REPELITA Daerah masing-masing
dan sejauh mana rencana program terse-
but telah depat dan yang belum dapat
dilaksanakan sekaligus mengkaji masa -
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lah-masalah yang dihadapi dalam pelak-
sanaan.
2. Usul program/proyek pembangunan yang
menyangkut kepentingan bersama baik se
luruh maupun sebagai Daerah yang ber-
sangkutan dalam satu Wilayah Pembangun
an utama sebagai berikut :
a.Program/proyek bersamaan yang akan
dibiayai oleh APBD Tingkat I.

b.Program/proyek yang karena besarnya-
anggarannya diusulkan kepada pemerin
tah pusat melalui jalur forum Nasio-
nal pembangunan dan Departemen/Lem -
baga yang bersangkutan untuk dibia -
yai APBN.

3-:Peserta forum konsultasi regional pem -

bangunan adalah sebagai berikut :

a. Wekil-wakil Beppeda Tingkat I.

b. Kepala Biro Pembangunan Sekretariat
Wilayah Daerah Tingket I.

c. Wakil-Wakil Insj$ansi Pemerintah Pu -
sat, Bappenas, Departemen Dalam Nege
ri, Departemen Teknis Tertentu.

d. Instansi/Lembaga lain yang dipandang
perlu baik pusat maupun Daerah.

4. Wektu Penyelenggaraan Forum Konsultasi
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Regional Pembangunan pada bulan Agus-
tus/September.
5. Hasil Konsultasi Regional Pembangunan
tersebut adalah :
a.Rencana usul proyek yang dibiayai o-
leh masing-masing Daerah Tingkat I
yang berkepentingan.
b.Rencana usul proyek yang akan diusul
kan kepada pemerintah pusat sebagai
bahan konsultasi Nasional Pembangun-
an.
c.Rencana usul proyek/program yang di-
usulkan untuk dibiayai bersama olekL
pemerintah pusat dan masing .- masing
Daersh yang berkepentingan.
d.Rencana usul program yang dibiayai
oleh Swasta dan Perbankan,
Tahap Konsultasi Nasional Pembangunan.
Peserta forum Eonsultasi Nasional Pembangu
nan adalah : Wakil-wakil BAPPEDA Tingkat I
Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Sekre-
tariat Wilayah Daerah, Wekil-wakil Instan-
si Pemerintah Pusat : BAPPENAS, Departemen
Dalam Negeri, Departemen Teknis Tertentu,-
Instansi/Lembaga lain yang dipandang perlu
baik pusat maupun Daerah. Waktu pehyeleng-
garaan Konsultasi Nasional Pembangunan di-
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perkirakan pada bulan Oktober atau Nopember
dengan membahas hal-hal sebagai berikut :
1 .Rencana usul program/proyek sebagai ha-
8il kordinasi pembangunan yang di adakan
di Daerah berdasarkan skala prioritas.
2.Masalah-masalah/hambatan yang di hadapi-
Daerah dalam pelaksanaan pembangunan,
3.Rencana usul untuk bantuan pembangunan.
Demikian mekanisme perencanaan pembangunan dari ba-
wah ke atas dan dari atas ke bawah (Bottom up and top down
planning) agar kiranya dapat dijelaskan sistem dan mekanis
me perencanaan antar sektoral dan Daerah atau Daerah dalam
giklus Perencanaan Pembangunan Nasional.
Dan di bawah ini penulis menggambarkan dengan skema
daripada proses atau mekanisme perencanasan dari bawah ke-

atas dan dari atas ke bawah sebagai berikut :




Dan di bawah ini penulis merumuskan secara umum hasil

rumusan rapat kordinasi penyusunan dan penyusulan rencana

program/proyek pembangunan TRIWULAN II Tahun 1988 / 1989
di Kabupaten Daerah Tingkat II Barru sesuai dengan data

yang ada pada Kantor Badan Perencanazn Pembangunan Daerah

Tingkat II Barru adalah sebagai berikut :

1.

Je

4.

5

Hasil rumusan/proyek yang akan dibiayai oleh Bantuan ILu
ar Negeri (LOAN) sebanyak 14 buah proyek dengan perki-
raan dana sebesar Rp.3.009.205.700.- (tiga milyar sem-
bilan juta dua ratus lima ribu tujuh ratus rupiah).
Hasil rumusan rencana program/proyek yang akan dibiayai
oleh APBN (Sektoral) sebanyak 12 proyek dengan perkira-
an dana sebesar Rp.173.608.000.- (seratus tujuh puluh
tiga juta enam ratus delapan ribuh rupiah).

Hasil rumusan rencana program/proyek yang akan dibiayai
oleh INPRES sebanyak"346 buah proyek dengan perkiraan -
dana sebanyak Rp.1.323.695.000.- (satu milyar tiga ra-
tus dua puluh tiga juta enem ratus sembilan puluh 1lima
ribu rupiah).

Hasil rumusan rencana program/proyek yang akan dibiayai
oleh APBD Tingkat I sebanyek 20 bueh proyek dengan per-
kitaan dana sebanyak Rp.302.252.678.- (tige ratus dua
juta duaratus lima puluh dua enam ratus tujuh puluh de-
lapan rupiah).

Hasil rumusan rencana program/proyek yang ekan dibiayai
oleh APBD Tingkat I1 sebanyak 38 buah proyeki:dengan per
kiraan dana sebanyak Rp.363.800.000.-
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B. Pelaksanaan Kordinasi Dalam Penyusunan Perencanaan Pem-
bangunan .

Pada sub bab ini yang membicarakan kordinasi dalam
peayusunan perencanaan pembangunan, yang terbagi dalam dm
kegiatan yaitu :

1. KEordinasi Secara Horisontal

2. Kordinasi Secara Vertikal.

1. Eordinasi Secara Horisontal

Pentingnya kordinasi secara horisontal dalam rangka
menun jang terselenggaranya kegiatan perencanaan pembangun-
an dalam hal ini kordinasi secara horisontal dalam rangka
kordinasi penyusunan rencana pembangunan. Jadi dengan de-
mikian Lembaga-lembaga yang terkait dalam kegiatan ini a-
dalah Instansi Vertikal dan Dinas Daerah yang ada dalam Wi
layah Daerah Tingkat II Barru. Instansi Vertikal adalah pe
ra.ngkaf dari Departemen-departemen/Lembaga-lembaga Pemerin
tah bukan Departemen yang mempunyai lingkungan kerja dalam
Wilayah yang bersangkutan, hal ini sesuai dengan Undang-Ua
deang Nomor 5 Tahun 1974. Sedangkean Dinas Daerah Tingkat II
adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah Tingkat II yang
mempunyai tugas " Meleksanakan Urusan Rumah Tangga Daerah
dalam Bidang yang menjadi tanggung jawabnya dan melaksana-
kan tugas pembantuen yang diserahkan oleh Kepala Desa ".
a. Instansi Vertikal | |

Instansi Vertikal dalam melaksanakan tugasnya di-
Daerah TingkatnIl Barru, baik terhadap Pembangunan Pro-
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yek Daerah maupun terhadap pembangunan proyek pusat da-
lam melaksanakan perencanaan dan pelaksanaannya melaku-
kean kordinasi dengan Bappeda Tingkat II, di bawah kor-
dinasi Kepala Wilayah sebagai Pemerintah Pusat., Berhu -
bungan dengan ini maka Instansi Verfikal wajib melaku -
kan/melaporkan kegiatan dan rencana, memberikan ketera-
ngan-keterangan yang diberikan oleh Kepala Wilayah.

Bappeda Tingkat II adalah Badan/Staf yang langamng
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Ke-
pala Daerah dalam melaksanakan fungsinya melakukan kor-
dinesi diantara Dinas-Dinas Satuan Organisasi lain da-
lam lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi Vertikal,Ke-
camatan-kecamatan dan Badan-badan Isinnya yang berada da
lam Wilayah Daerah. Untuk itu dalam melakukan kordinasi
dengan Instansi Vertikal di Daerah disesuaikan dengan
peraturan yang berlaku.

Bappeda Tingkat II Barru dalam melaksanakan tugas
dan fungsinya didukung dengan kordinasi dengan Instansi
Vertikal yang ada di Daerah Tingkat II Barru yang ber-
azaskan dengan tugas dekonsentrasi. Oleh karena itu ti-
dak semua tugas-tugas pemerintahan dapat diserahkan ke-
pada daerah menurut azas desentralisasi, maka penyeleng
garaan berbagai urusan pemerintahan di Daerah dilaksana
kan oleh perangkat Pemerintah:pusat di Daerah menurut
azas dekonsentrasi. -

Tugas yang dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat kepa
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da pejabat daerah menurut azas dekon&entraai ini tetap
men jadi tanggung jawab pemerintah pus@t baik mengenai
perencanaan, pelaksanaan maupun pembiayaagnyq.ﬂnanr pe-
laksanaannya adalah Instansi-instansi Vertikalﬂjang di-
kordinasikan oleh Kepala Wilayah dalam kedudukannya se-
bagai perangkat pemerintah Pusat, tetapi keoijaksanaan-
nya terhadap pelaksanaan tugas dekonsentrasi tersebut
sepenuhnya ditentukan oleh Pemerintah Puast.

Dalam rangka penyusunan rencana pembangunan di Kabu-

paten Daerah Tingkat II Barru, oleh Bappeda Tingkat II Bar

ru melakuken penyusunan rencana dengan kordinasi instansi-

instansi ‘Vertikal seperti delam rapat kordinasi Pembangun-

an Daerah Tingkat II dengan memperhatikan usul-usul prog-

ram/proyek disertai analisa pendahuluan tentang kelayakan

yang berisi sebagai berikut :

1.

Jumlah modal yang dibutuhkan dan biayah operasi tiap
tahun.

Hasil penileian keuangan atas program/proyek bilamana
dapat dinjilai.

Lokasi yang peling sesuai untuk program/proyek dan al -
ternatif cedengan lokasi lain.

Jenis dan kualitas tengga kerja yang diperlukan, Dbaik

tahap pembangunen maupun tahap waktu beroperasinta pro-
yek.

Jenis teknologi yang optimal den metode operasi yang

diperlukan.
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6. Asumsi-asumei yang menandai pengkajian program / proyek
yang dapat mempengaruhi keberhasilan kelancarannya.

7. Metode atau perincian kembali mengenai pembayaran biaya

8. Dukungan kerajasama antar lembaga-lembaga untuk pelaksa
naan program/proyek.

9. Jenis dan ruang lingkup mamfaat program/proyek dan ke-
lompok masyarakat yang memperoleh mamfaat.

Dalam penyusunan rencana atas kordinasi Bappeda Ting
kat II dengan Instansi-instansi Vertikal mempersiapkan pro
gram/proyek, yaitu dengan merumuskan Garis-Garis Besar per
masalahan yang dihadapi dan hasil evaluasi/amalisa sebagai
hasil: tabap pertama.

b. Dinas-Dinas Daeraly

Dinas-dinas Daerah dalam melaksanakan fungsinya dan
tugasnya berdasarkan pada azas desentralisasi, yaitu tugas-
tugas pemerintahan yang telah diserahkan kepada Daerah,da-
lam rangka azas desentralisasi pada dasarnya menjadi wewe-
nang dan tanggung jawab Daerah sepenuhnya. Dalam hal ini
prakarsa s epenuhnya diserahkan kepada Daerash, baik yang

menyangkut kepentingan:-atau penentuan kebi jaksanaam, peren

. canaan pelaksanasan maupun pembiayaannya. Demikian juga pe-

rangkat daerah sendiri dalam pelaksanaannya, terutama Zds-
wabB-dinza:.Daerah.

Bappeda Tingkat II Barru dalam melaksanakan fungsi -
nya didukung atas kordinasi atas dinas-dinas daerah, baik

delam perencanaan Anggran Pendapatan Belanja Daerah maupun
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maupun dalam perencanasn pembanguman. Oleh karena itu M-

nas Daerah, memberikan partisipasinya sesuai dengan fungsi

dan tugasnya masing-masing dengan berpedoman pada peratu-
ran daerah yang telah ditetapkan, dinag-dinas daerah mema-
sukkan data kepada kegiatan keuangan sebagai pengelolah
aﬁggaran rutin dan kepada Bappeda Tingkat II sebagai penge
lolah anggaran pembangunan.

Adapun data-data yang diperoleh dalam penyusunan ren
cana RAPBD sebagai kelengkapan data tersebut adalah sebagai
berikut :

1. Permintaan kepada Dinas-dinas Daerah tentang rencana pmn
dapatan dan rencana belanja.

2. Dinas-dinas Daerah memasukkan rencana anggaran tersebut
dalam bentuk Daftar Usulam Proyek Daerah (DUPDA)dan Daf
tar Usulan Kegiatan Daerah (DU'KDA) :

3. Penganalisaan atas Daftar Usulan Kegiatan Daerah (DUKDA)
oleh kegiatan keuangan dan Daftar Usulan Kegiatan Pro -
yek Daerah (DUPDA) oleh Bappeda Tingkat II.

4. DUPDA/DUKDA diajukan kepada Bupati Kepala Daerah Ting -
kat I1 delam bentuk Rencana Anggara Pendapatan Belanja
Daerah (RAPBB).

Dalam pengelolaen data tersebut, oleh Bappeda Ting -
kat II bekerjasama dengan bagian keuangan, untuk Anggaran
Pembangunan dan Anggaran Rutin.

Bappeda Tingkat II mempunyai tugas membantu Bupati
Kepala Daerah Tingkat II Barru dalam menentukan kebijaksa-
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naan di Bidang Perencanaan Pembangunan di Daerah dengan pe
ngusulan dari Dinas-dinas Daerah dan penilaian atas pelak-

sanaannya.

2. KEordinasi Secara Vertikal.

Bappeda Tingkat II Barru dalam melaksanakan atau me-
lakukan kordinasi secara vertikal dalam rangka penyusunan
rencana pembangunan, delam hal ini pemerintah Kecamatan se
bagai jalur dekonsentrasi terendah.

Bappeda Tingkat II adalah merupakan suatu badan dan
meruapakan unsur Staf Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bar-
ru, sebagai unsur Staf tentunya dalam hal ini membantu Bu-
pati Kepala Daerah dalam merencanskan pembangunan dan me -
ngawasi peleksanaannya baik dalam pembangunan jangka pan-
Jang maupun jangka pendek. Disamping itu juga membantu da-
lam menentukan kebijaksanaan dalam bidang perencanaan pem-
bangunan di Daerah serta penilaiannya atas pelaksanaannya.

Pemerintah Kecamatan berkewajiban mengadakan intensi
fikasi penerimaan Daerah baik mengenai jumlah maupun kece-
patan pemusukan ke Kas Daerah. Pemerintah Kecamatan wajib
meningkatkan penerimaan dari hasil-hasil dinas-dinas Dae-
- rah dan Instansi Vertikal yang ada dalam Wilayah Binaannya

Bappeda Tingkat II selanjutnya mengelolah dan mene -
tapkan perencanaannya. Dalam mempersiapkan rencana program
pembangunan di Daerah Kébupaten Daerah Tingkat II Barru,
Bappeda Tingkat II senantiasa melakukan kordinasi denagn

pemerintah Kecamatan dengan mengusahakan keterpaduan ren-
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cana Nasional dan rencana Daerah.

Proses perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II Bar
ru dan pelaksanaannya oleh Bappeda Tingkat II selaku badan
perencanaan melaksanakan fungsinya atas kordinasi dengan
Instansi Vertikal, Dinas-dinas Daerah dan Pemerintah Keca-
matan, baik pada proyek pembangunan yang pembiayaannya di-
sediakan melalui anggaran pembangunan daerah, maupun proyk
pembangunan yang pembiayaannya diperoleh dari pemerintah
pusat.

Menyangkut proyek-proyek pembangunan daerah, yang
pembiayaannya pada anggaran pembangunan daerah, proses pe-
nyusunan rencananya adalah sebagai berikut :

a. Pada mulenya rencana itu disusun oleh dinas-dinas dae -
rah dan instansi vertikal dalam lingkungan Kecamatan,
untuk kemudian diajukan kepada Buapati Kepala Daerah me
lalui bagian pembangunan untuk kepentingan analisa dan
penelitian dalem hubungan ini usul dan saran dari  DPR
mandapat pengertian sepenuhnya.

b. Setelah di adakan perbaikan diteruskan kepada Bupati Ke
pala Daerah Tingkat II melalui Sekretaris Daerah untuk
diteliti dengan penjelasana sepenuhnya dari Kepale Ba-
gian Pembanguman. Setelah disetujui sekaligus dengan

anggaran pembiayaannye maeka rencana itu dikembalikan ke

pada dinas dan instansi vertikal untuk pelaksanaannya.
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C. Partisipasi Instansi Vertikal dan Dinas Daerah aala.n Pe~
nyusunan Rencana Pembangunan.

Badan Perencanaan Pembangunaen Daerah Tingkat II Bar-
ru selaku Badan Perencana Pembangunen secara konprehensive
yang mana mendapat dukungan dari Instansi Vertikal dan Di-
nas Daerah dalam rangka terselenggaranya proses perencana-
an pembangunan.

Telah diuraikan pada bab terdahulu bahwa Badan  Pe-
rencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II Barru berkewajiban
men jelankan /menyel enggarakan kordinasi atas kegiatan-kegi-
atan instansi vertikel dan dinas daerah dalam perencanaan
maupun dalem pelaksanesan untuk mencapai daya guna dan ha-
sil guna yang sebesar-besarnya.

Berdasarkan ketentuan tersebut dalam hal ini bilama-
na instansi vertikel dan dinas daerah berkehendak melaku-
kan kegiatan-kegiatan ia wajib melapor dan memberikan ke-
terangan sesuai pelaksanaan tugasnya kepada Bappeda Ting-
kat II.

Dalam hal ini dalam rangka partisipasi instansi ver-
tikal dan dinas daerah demi terselenggaranya kordinasi pe-
rencanaan pembangunan di Daerah Tingkat II Barru, dari ins
tansi vertikel dan dinas daereh yang penulis jadikan res-
ponden, yaitu Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Depar-
temen Pertaniaﬁ, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas-
Pertanian Tanaman Pangan dan Dinas Pekérjaan Umum mengiku-

ti Rapat Kordinasi Pembangunan Daereh Tingkat II, yang di-
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hadiri oleh instansi vertikal dan dinas daerah yang mana

dipimpin oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Barru, rapat

ini diharapkan menghsilkan rumusan proyek sebagai berikut:

1. Yang akan dibiayai oleh APBD Asli Dati II.

2. Yang akan dibiayai oleh APBD Asli Dati I.

3. Yang akan dibiayai oleh APBN lewat Sektoral Instansi
Vertikel di Propensi Daerah Tingkat I.

4. Yang akan dibiayai sebagai proyek khusus (BAPPENAS)Ban-
tuan Luar Negeri dan sebagainya.

Sebagai realisasi dari RAKORBANG Tingkat II yang di-
hadiri oleh instansi vertikal dan dinas daerah, yang dbha=
rapkan menghasilkan rumusan proyek, untuk itu di bawah ini
penulis mengemukakan hasil rumusan yang dibiayai oleh RA-
EORBANG tersebut.

a. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Dalam hal ini Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Tingkat II Barru dari hasil RAKORBANG Tingkat II, hasil ru
musan yang dibiayai oleh Bantuan Luar Negeri (LOAN), Kabu-
paten Daerah Tingkat I¥ Barru tahun anggaran 1988/1989,ya-
itu jenis proyek tersebut peningkatan SMTA ke Guruan Tek-
nologi Sulawesi Selatan yang berlokasi di Kecamatan Barru,
Kecamatan Soppeng Riaja, dengan Volume pekerjaan meliputi
peningkatan bangunan yang memakan biaya dalam DIP ( 2000 )
yang dalam proses tender. Dan pengadaan bangunan SMTP Bar-
ru, yang meliputi rehabilitasi ruangan, biaya perencanaan

pengelolaan proyek dan pengawasan biayanya dalam DIP.15.316
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b. Departemen Pertanian

Departemen Pertanian Dati II Barru dari hasil RAKOR-
BANG Tingkat II tersebut meliputi rumusan yang dibiayai le
wat Sektoral (APBN), yaitu pembinaan:pendidikan dan latiban
dan informal peternakan yang meliputi volume pekerjaan pen

didiken latihan peternskan di Barru sebanyak 240 siswa.

¢. Dinas Pertanian Tanaman Pangan

. Untuk Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dati II Barru
dari hasil rumusan tersebut meliputi proyek yang di biayai
oleh APBD Kabupaten Dati II Barru Tahun Anggaran 1988/1989
yaitu, proyek pengadaan dan penyebaran benih palawijah dan
hol tikultura.

d. Dinas Pekerjaan Umum
‘ Sedangkan Dinas Pekerjaan Umum Dati II Barru dari ru
musan tersebut melipuii proyek yang dibiayai oleh APBD Ting
kat II Barru Tahun Anggaran 1988/1989, yaitu proyek reha -
bilitasi jembatan dan jalen yang meliputi :
1. Rehabilitasi jelan dan jembaten delam Kebupaten
Daerah Tingkat II Barru.
2. Rehabilitasi jalan dan duiker yaitu poros Mangko-
so Paccekke di Kecamatan Sopﬁeng Riaja.
Denikian beberapa program/proyek pembangunan yang
diusulken daripada Instansi Vertikal dan Dinas Daerah da-
lam rangka partisipasi dalam proses penyusunan rencana pem

bangunan di Daerah Tingkat II Barru.
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D. Fektor-Fektor Yang Berpengaruh
1. Pimpinan BAPPEDA

Dalam Administrasi Pemerintahan, kordinasi dimaksud-
kan untuk menyeragamkan dan menyatukan kegiatan-kegiatan
yang dilakukan oleh pimpinan dan kelompok pejabat pelaksa=a
na suatu tindakan pelaksanaan yang terkoordinir berarti ke
giatan para kelompok pelaeksana menjadi serasi, seirama dan
terpadu dalam mencapai tujuan.

Telah disepakati dan disadari bersama bahwa penting-
nya dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan, namun pada
kenyataannya dalam peraktek tidak jarang terdapat berbagai
masalah yang menyebabkan kurang efektipnya kordinasi yang
diperlukan, dengan demikian pencapaian sasaran atau tujuan

yang diharapkan tidek selalu berjalan sebagaimana mestinya.

a. Pimpinan Terhadap Bawahan

Sebagai dasar pembahasan ada baikmya kalau penulis
mengemukakan pengertian kepemimpinan. Secara Ethimologis
Pemimpin itu adalah seorang yang mengepalai atau tepatnya
yang menjadi ketua dalam suatu organisasi atau unit orga-
nisasi.

Jadi dengan demikian Kepemimpinan adalah menyangkut
tugas-tugas. Seorang pemimpin delam organisasi bertugas me
melihara dan memajukan organisasi untuk mencapai tujuan.

Oleh karena itu pada Kantor Bappeda Tingkat II Barru
sebagai Badan/Staf perencana yang langsung berada dan ber-

tanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bar-
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ru, sebagai upaya daripada pimpinan menggerakkan bawahan -
nya, dalam hal ini Ketua Bappeda Tingkat II Barru dalam
méncapai tujuan, yaitu ada dua cara yang ditempuh dalam
rangka pembinaan, sebagai berikut :
a. Secara Eksternal
b. Secara Internal.
ad. a. Secara Eksternal

Sifat-sifat yang sebaiknya di miliki oleh seorang
pemimpin yang hendak berhasil dalam tugasnya, tidaklah cu-
kup bilamana tidak dibarengi dengan teknik-teknik kepemim-
pinan dengan mudah dapat menggerakkan bawahannya.

Dari hasil pengamatan dan wawancara penulis pada Kan
tor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I1 Barru
dalam rangka menggerakkan bawahannya, dalam hal ini Ketua
Bappeda Tingkat II Barru selalu beruapaya bagaimana mening
katkan hubungen kerjasama dalam lingkungan BAPPEDA itu sen
diri, yaitu Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Ti-
ngkat II Barru setelah mengikuti rapat dengan Bupati Kepa-
la Daerah Tingkat II Barru, maka Ketua Bappeda memanggil
para Kepala Bidang untuk diberikan pengarahan dari hasil
rapat kemudian diteruskan kepada stafnya masing-masing.

Untuk jelasnya penulis menggambarkan dengan tabel ba
gaimana tanggapan responden tentang Pimpinan daripada Ba-
dan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II Barru, seba-

gai berikut :
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TABEL VII .

TANGGAPAN RESPONDEN TERHADAP IﬁPINAN ¥

BAPPEDA TK. II BARRU. @ —/
. No. ! Keterangan ! F ! Pereentase !
! 1. ! Cukup baik ! 4 20 '
! 2! Baidk ! 14 1 a5 !
! 3! 8 edang ! 5 1 25 !
! 4. ! Kurang baik ! - ! - !
! 5. ! Tidek menjawab ! - ! - !
! ! Jumlah ! 20 | ! 100 !

Sumber : Hasil wawancara dengan responden.

Berdasarkan pada tabel di atas maka dapat di ketahui
dari 20 responden yang penulis wawancarai sekitar masalah
itu 4 orang dari responden tersebut menyatakan cukup baik,
11 orang menyatakan baik, 5 orang menyataskan sedang, dan
kurang baik dan yang tidak menjawab tidak ada jawaban.

Dari hasil jawaban daripada responden yang penulis
gunaken 11 orang yang menyatakan baik atau 55 % dari res-
ponden yang ada, yaitu para Kepala Bidang pada Kantor Ba-
dan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II Barru, Ins-
tansi terkait dan para Kepala Wilayah Kecamatan yang ada

di Kabupaten Daerah Tingkat II Barru, maka dapat dikatakan
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bahwa hubungan dengan instansi-instansi tersebut berjalan
dengan baik.

Sejalan dengan pendidikan yang semakin maju, maka o-
rang semakin tinggi kecerdasannys, semekin banyak mereka
menggunekan rasionya, berkaitan dengan itu usaha daripada
Ketua Bappeda Tingkat II Barru dengan membina Stafnya de-
ngan tujuan meningkatkén kwalitasnya, dalam hal ini sesuai
dengan data yang penulis peroleh pada Kantor Bappeda Ting-
kat II Barru, maka Bapak Ir Makkasau Sakaria selaku Bidang
Fisik dan Prasarana telah di utus untuk mengikuti kursus
perencanaan.

Untuk terselenggaranya suatu kordinasi perencanaan
pembangunan yang berjalan baik harus ditunjang dengan pe-
mimpin yang sanggup dalam bidang tersebut dalam_hal ini Ke
tua Bappeda Tingkat II Barru. Jika ditinjau sepintas lalu
pimpinan Ketua Bappeda Tingkat II Barru dari sejak terben-
tuknya, dimana organisasi ini dikategorikan masih baru,na-
mun demikian penulis dapat menanggapi bahwa Teori Kepemim-
pinan yang berlaku pada Kantor Bappeda Tingkat II Barru a-
dalah Teori Pengangkatan bahwa seseorang yang menyebabkan
men jadi pemimpin diangkat oleh atasannya. Pengangkatan se-
orang pemimpin menghendaki adanya syarat-syarat kepemim -
pinan, hal ini dapat dilihat adanya pergantian pejabat a-
tau Ketua BAPPEDA yang berturut-turut sebanyak 4 orang,di-
mana ada yang diantaranya memangku jabatan yang cukup lama

dan ada pula yeng sangat singkat, untuk itu lebih jelasnya
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sebagai berikut :

1. A. Abdullah Saibi yang menjabat pada tahun 1980-
1983.

2. Drs. Mustam Lazim yang menjabat pada tahun 1983~
1985.

3. Drs. Syarifuddin Sulaiman yang menjabat pada ta-
hun 1985-1990.

4. Drs. A. Masyamin, MS yang menjabat Ketua Bappeda
Tingkat II Barru mulai pada tanggal 26 Juli 1990
sampai sekarang.

Kalau diperhatikan orang-orang yang berhasil mendudu

ki jabatan sebagai Ketua Bappeda Tingkat II Barru sebagai-

mana yang telah diuraikan di atas, maka jelaslah adanya o-
rang-orang yang memegang jabatan Ketua Bappeda, yang me-
nandakan adanya pengangkatan Ketua Bappeda Tingkat II se-
suai dengan surat keputusan atasannya. Terbukti bahwa se-
lama Bappeda Tingkat II Barru terbentuk sudah 4 orang yang
mejabat-dan yang sekarang ini Alumni Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Hasanuddin Ujung Pandang.

ad. Secara Internal

Sebagaimana kita ketahui bahwa unsur menusia dalam
suatu organisasi memegang peranan penting, untuk itu seox
rang pemimpin yang baik selalu mencurahkan perhatiannya ke
pada orang-orang yang dipimpinnya dengan segala kebutuhan-
nya baik dengan material maupun dengan spritual sedemikian

rupa sehingga mereka mengaku bahwa kemajuan organisasi a-
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dalah kemajuannya sendiri, beserta keluarganya dan masyara
kat pada umumnya.

Dengan demikiarn orang-orang yang dipimpin atau para
personilnya dengan tulus ikhlas, jujur penuh rasa tanggung
Jjawab melaksanakan tugasnya sesuai dengan hak dan kewaji -
bannya.

Atas dasar tersebut, Ketua Bappeda Tinékat II Barru
selaku pimpinan berusaha:sekuat tenaga untuk mencipte,-me-
melihara dan membina suasena kerjasama yang harmonis de-
ngan rasa loyalitas yang dapat mempertinggi kegairahan pa-
ra personilnya, dalam hal ini diadakaen arisan setiap bulan
dengan tujuan diasmping saling membantu dalam soal keuangan
juga dipergunakan sebagai tempat pertemuan dari hati kehas
ti yang menyangkut kelancaran tugas-tugas dalam organisasi
Bappeda Tingkat II Barru, maupun kepentingan pribadi masing-
masing. Juga memperingati hari-hari Besar Islam seperti
Maulid Nabi Besar Muhammad S.A.W dan Isra" Mi'raj.

b. Partisipasi Bawahan

Bappeda Tingkat II selaku Badan/Staf yang berada dan
betanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat 1II,
dalam hal ini Bappeda Tingkat I1 Barru di bantu oleh Sek-
retaris dan 4 (empat) orang Kepala Bidang.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam penjelasan
mengenai Partisipasi Bawahan dalam Struktur Organisasi dan
Tata Kerja BAPPEDA Tihgkat II Barru yang penulis uraikan

pada bab yang tefdahulu, dan untuk memberikan gambaran ten
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tang bagaimana partisipasi responden dalam rangka menun-
Jang perencanaan pembangunan di Kabupaten Dati II Barru,-
maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
TABEL VIII
KETERLIBATAN RESPONDEN DALAM MENUNJANG PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DI KABUPATEN DATI II BARRU.

! No. ! Keterangan ! F ! Persentase !
! 1. ! Karena tugas 4 X T 15 !
! 2. ! Menyangkut kepentingan umum ! 8 ! 40 !

! 3. ! Lokasi pembangunan di Desa ! ! !
! ! Kemi N % - !
! 4. ! Pembangunan menyangkut kita ! ! !
! ! semua ! 9 ! 45 !

! 5. ! Tidak menjawab ! -1 - !

! ! J hu "maNiIva=h : 2 ! 100 !

Sumber : Hasil wawancara dengan responden.
Berdasarkan daripada tabel tersebut di atas maeka da-
pat diketahui bahwa dari 20 responden yang penulis wawanca
rai sekitar masalah ini yaitu 3 orang dari responden ter-
sebut mengatakan bahwa keterlibatan mereka dalam rangka me
nunjang terselenggaranya perencanaan pembangunan yang ber-
dasarkan karena tugas, 8 orang yang menyatakan menyangkut

kepentingan umum atau 40 % dari responden yang ada,9 orang
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yang menyatakan bahwa keterlibatan mereka karena perenca -
naan pembargunan itu menyangkut kita semua atau 45 % dari

responden yang ada.

2. Kemampuan Personil dari Bappeda

Dalam melaksanakan pembangunan perlu diwajudkan ke-
serasian dan kordinasi dari berbagai kegiatan pembangun-
an disetiap daerah untuk mencapai dayaguna dan hasil guna.

Sebagaimana dikemukakan bahwa perencanaan merupakan
salah satu fungsi utama dari menagemen yaitu proses pe-
rencanaan, cara-cara yang rasionil dalam pencapaian tujuan
berdasarkan perhitungan-perhitungan dalam pemilihan alter-
natif terbaik menurut sumber daya akan dicapai.

Proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-ke-
giatan yang akan dileksanakan untuk mencapai tujuan, itu-
lah yang dikatakan perencanaan dengan kata lain proses pe-
mikiran mengenai sasaran, pengalokasian dana dan biaya
serta pengorganisasiannya, penentuan tempat dan waktu dan
cara yang terbaik untuk mencapai tujuan.

Untuk menyusun suatu perencanaan yang baik, yang re-
alistis rasionil dan menyeluruh baik tingkat Nasional mau-
pun tingkat Daerah dibutuhkan kemempuan, keahlian dan ke-

cakapan ilmu pengetahuan dan memanfaatkan pengalaman yang

perneh dialami dan keberhasilan dari perencanaan, kuncinya
terletak pada manusienya atau personil-personil yang ter-
gabung dalam organisasi tersebut.

Agar Perencanaan Pembangunan Daerah dapat berhasil
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secara berdaya guna dan berhasil guna, maka diperlukan per-
sonil-personil yang memiliki keahlian dan pengetahuan yang
konprehensive tentang berbagai masalah pembangunan dan pe-
rencanaan di bidang pembangunan Daerah.

Untuk berbagai sektor pembangunan seperti tenaga pe-
rencana dimana tenaga staf pembantu ketua diperlukan oleh
personil-personil yang mempunyai keahlian khusus yang kre-
atif, terampil dan memiliki daya dalam pengolahan data
penganalisaan, survei dan pengawasan macam-macam pelaksa-
naan pembangunan daerah, Oleh karena itu Bupati Kepala Da-
erah Tingkat II Barru mempunyai tenaga staf yaitu BAPPEDA
Tingkat IT Barru yang bertugas dalam bidang perumusan ke-
bi jaksanaan dibidang pembangunan serta mengkordinasikan pe
rencanaan pembangunan di Daerah membutubhkan personil - per-
sonil dalam jumlah dan kualitas yang cukup mampu dalam bi-
dang Perencanaan Pembangunan Daerah.

Untuk jelasnya penulis dibawah ini menggambarkan se-
cara terperinci personil BAPPEDA Tingkat II Barru, menurut
tingkat pendidikennya (sarjana) sebagai berikut :
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TABEL IX
PERSONIL BAPPEDA DIPERINCI MENURUT
TINGEAT PENDIDIKAN (SARJAFA)

No. ! Nama !Jabatan! Pendidikan
1« ! Drs. A. Masyamin, MS ! Ketua Bappeda !Sarjana Sos -
! ! !pol Unhas
2. ! Drs. Husain Hamsa ! Kabid Pendata-!Sarjana Sos -
! ! an dan Laporanipol Unhas
3+ ! Ir. Iskandar Hamid ! Eabid Ekonomi !Sarjana Peter
! ! dan Sosbud 'nakan Unhas

4. ! Drs. Muhammad Arsyad ! Sie. Pengum ~!Sarjana Unhas
! ! pulan Data !

5. ! Ir. Makkasau Sakaria ! Kabid Fisik !Sarjana Unhas
! ! dan Prasarana !

6. ! Ir. Abdul Samad ! Sie.Pertanian !Sarjana Unhas

e ! Zulfikar, S.H ! Sie. Kesehja —!Sarjana Unhas

! ! teraan !

8. ! Drs. Mustafa lsmail ! Sie.Pengairan ! STILAN

Sumber : Kantor Bappeda Tingkat II Barru tahun 1990
Dari data tersebut diatas menunjukkan bahwa personil-

personil /tenaga-tenaga perencana daripada Badan Perencana-

an Pembanguna Daerah Tingkat II Barru adanya indikator bah-

wa personil—pefaonil tersebut menurut hemat penulis adalah

masih baru dalam memangku jabatan pada Kantor Bappeda Dati
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ITI Barru, dan walaupun bila ditinjau dari segi pendidikan-
nya sudah cukup, namun pada Kantor BAPPEDA Tingkat II Bar-
ru sebagai Badan/Staf yang bertugas dalam Bidang Perumusan
Kebi jaksanaan Pembangunan membutuhkan tenaga-tenaga yang
terampil dalam bidang itu. Namun pada Kantor BAPPEDA Dati
II yang ada dalam kegiatan Perencanaan Pembangunan belum
memadai bila dibandingkan dengan tugas-tugas yang tersedia
khususnya dalam Bidang Pengolahan Data, karena personil -
personil yang ada pada Kantor BAPPEDA Tingkat II Barru be-
lum semuanya mengikuti kursus perencanaan sebagaimana mes-
tinya.

Untuk tabel berikut penulis menggambarkan personil -
personil /tenaga dari Bappeda Tingkat II Barru, dilihat da-
ri tingkat pendidikannya (Sarjana Muda) sebagai berikut :

TABEL X
PERSONIL BAPPEDA DI PERINCI MENURUT
TINGKAT PENDIDIKANNYA (SARJANA MUDA).

No.! N a m a ! J abatan! Pendidikan

1. ! H, Muhammad Ali H. BA ! Sek. Bappeda ! Sarjana Muda

APDN
2. ! Abdul Salam Said, BA ! URS. Umum ! Sarjana Muda

3. ! Kaharuddin Bsc ! Sie. Pelaporan! Sarjana Muda

Sumber : Kantor Bappeda Tingkat II Barru tahun 1990.
Dengan melihat data-data yang ada pada tabel tersebut
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di atas menunjukkan bahwa tenaga-tenaga personil Badan Pe-
rencanaan Pembangunan Dati II Barru adanya personil tersee
but di atas yang bejumlah 3 orang yang ditempatkan pada
suatu jabatan yang tidak sesuai dengan bidangnya, karena
rata-rata pegawai personil tersebut di atas memangku dua
jabatan yang kemudian tidek disertainya dengan keterampil-
an khusus dalam bidang Perencanaan Pembangunan, dengan de-
mikian menurut hemat penulis hal ini dapat menimbulkan tum
pang tindihnya dalam pelaksanaan tugas. Hal ini menurut pe
nulis tidak ada relevansinya.

Sedangkan pada tabel berikut ini penulis menggambar-
kan personil tenaga daripada BAPPEDA Tingkat II Barru me-
nurut tingkat Pendidikannys (SLA), tenaga-tenaga ini seba-
gai salah satu aspek yang dapat mempengaruhi kegiatan pe-
rencanaan Pembangunan pada Kantor BAPPEDA Tingkat II Barru

adapun data-data tersebut sebagai berikut :
TABEL XI
PERSONIL BAPPEDA DIPERINCI MENURUT
TINGKAT PENDIDIKANNYA (SLA/SD)

No. ! Nama H Jabetan ! Pendidikan
1. ! S. Bakri ! SiE. Kop. & Pem. Prod. ! S M A
2. ! Usman Tehir ! SiE. Perhub. & Telkom ! S DN
3. ! A. Dalauleng ! Kasi Keuangan ! SMA
4. ! Nursiah ! Staf ! S MA
5. ! Sakka ! Staf ! SMA

6. ! Mardatillah ! Staf !  SMEA

Sumber : Kantor BAPPEDA Tingkat II Barru Tahun 1988.




95

'

Bertitik tolak dari tabel di atasm unﬁukkan bahwa

masih nampak dari penempatan pereonil/tenaka Bappeda Ting-
kat II Barru yang tidak sesuai dengan bidaégnya, yaitu pa-
da tabel di atas nampak seksi perhubungan dan telkom, di-
mana yang menjabat seksi tersebut adalah alumni SD.

Dari tabel yang pemulis paparkan terdahulu bila di-
lihat dari segi kemampuan, kualitas yang belum memadai da-
ri segi Perencanaan Pembangunan, karena belum semuanya men
daepat kursus atau latihan Perencanaan Pembangunan. Kemudi-
an penempatan personil yang tidak sesuai, dapat pula meng-
akibatkan pengaruh psykologis dalam men jalankan tugas, mi-
salnya dalam melakukan kordinasi dengan Dinas Daerah, Ins-
tansi Vertikal yang biasanya pangkatnya lebih tinggi akhir-
nya kordinasi yang dilakukan banyak bersifat pengumpulan
data saja.

Baik dari segi managerial skill maupun tehnical skill
yang belum memadai dan merupakan keterbatasan maupun per -
sonil Bappeda Tingkat II Barru mengakibatkan kurangnya ke-
tetapan Bappeda dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan
bidangnya masing-masing terutama dalam hal kordinasi, ke-
giatan Perencanaan Pembangunan Daerah antar Dinas Daerah,
Instansi Vertikal dan Badan-badan lainnya.

Kemampuan Personil yang terbatas dapat memberi penga-
ruh yang dicapai oleh organisasi, karena Bappeda Tingkat II
Béfru mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam perencanaan

pembangunan Daerah dan penilaian atas pelaksanaannya,meng-
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haruskan adanya tenaga personil atau perencanaan yang ber-
kemampuan tinggi dalam kuwalitas maupun kuwantitasnya, se-
hingga perencanaan pembangunan dapat berhasil memenuhi ke-
inginan dan'harapan seluruh masvarakat.Indonesia yaitu ma-
syarakat adil dan makmur yang merupakan tujuan Pembangunan
Naeional.

Kemudian daripada itu dengan dilaksanakannya  PERDA
No. 05 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata EKer-
ja BAPPEDA Tingkat II Barru dimana untuk pengisian jabatan
jabatan Kepala Bidang telah terpenuhi walaupun golongan
pangkat belum terpenuhi akan tetapi untuk tenaga pelaksana
operasionalnya masih kurang.

Dengan melihat fungsi jabatan secara fungsional yang
ada pada lingkungan BAPPEDA Tingkat II Barru yang lowong
ini akan mempengaruhi kegiatan/aktivitas Perencanaan Pem-
bangunan Daerah.

- Sarana Pasilitas

Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat-
II Barru ditunjang oleh beberapa sarana pasilitas, dalam
lingkungan Bappeda Tingkat II Barru delam melaksanaken tu-
gas dan fungsinya.

Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan yang baik meng -
hendeki penyediaan sarana yang memadai, misalnya kantor,
alat-alat kantor, kendaraan dan sebagainya. Setidak-tidak-
nya harus tersedia kebutuhan-kebutuhan pokok yang diperlu-

kan sesuai dengan luas dan besarnye yang harus dilakukan -




untuk mencapai tujuan.

Pembangunan Daerah Tingkat II Barru tentunya tidak
terlepas dari kebutuhan ekan sarana-sarana yang di maksud-
kan, apalagi dengan semakin kompleksnya tugas dari BAPPEDA
Tingkat II Barru dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
Ini berarti bahwa semakin bertambah pula kebutuhan akan sa
rana-sarana tersebut, sehingga setiap tahun diadakan pe-
nambahan sarana material, hal ini dimaksudkan untuk mening
katkan kemampuan/kegairahan kerja personil Bappeda Ting -
kat II Barru secara keseluruhan. |

Menurut hemat penulis penyediaan akan sarana-sarana
ada pada Kantor Bappeda Tingkat II Barru dalam kondisi yang
baik dalam perencanaan dan pemamfaatannya.

Untuk jelasnya di bawah ini penulis menggambarkan ba
gaimana tanggapan responden tentang keadaan sarana  dalam
menunjang fungei Bappeda Tingkat II Barru sebagai berikut:

TABEL XII
TANGGAPAN PERSONIL TENTANG KEADAAN SARANA
DALAM MENUNJANG FUNGSI BAPPEDA

No. ! KKeterangan ! BE ! Persentase

1. ! Cukup lengkap A 35
2. ! Lengkap o S 45
3. ! Kurang lengkap ! 4 ! 20
4. ! Tidek lengkap Po= ! -
5. ! Tidak menjawab !o- ! -

Jumlah ! 20 ! 100

Sumber : Hasil wawancara dengan responden
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5. Sikap dari Instansi Vertikal dan Dinas Daerah terhadap
Kordinasi.

Bahwa Pembangunan dilaksanakan di Daerah Tingkat II
Barru mencakup berbagai sektor, dalam hal ini Bappeda Ting
kat II sebagai Badan Perencana secara konprehensive, Namun
demikian pelaksanaan proyek pembangunan yang betul - betul
dapat dirasakan mamfaatnya oleh masyarakat karena partisi-
pasi dan sikap dari instansi vertikal dan dinas Daerah
yang ada dalam Wilayah Daerah Tingkat II Barru terhadap
kordinasi.

#&. Hubungan Kerja Bappeda Tingkat II dengan Instansi Ver-
tikal dan Dinas Daerah.

BAPPEDA Tingkat II Barru yang berada di bawah dan
bartanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat 1II,
sebagaimana kita ketahiii bahwa Bupatai Kepala Daerah Ting-
kat I1I sebagai wakil pemerintah pusat di Daerah sebagai pe
nguasa tunggal di bidang pemerintahan dalam arti memimpin
jalannya pemerintahan di Daeraeh, pelaksanaan pembangunan
di Daerah.

Namun demikian salah satu fungsi Bappeda Tingkat 1II
dalam Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980 sebagai dasar
pembentukan Bappeda Tingkat II adalah melaksanakan kordi-
nasi perencanaan diantara dinas-dinas satuan organisasida-
lam lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi Vertikal, Keca-
matan dan Badan-badan lainnye yang berada dalam wi;ayahDa—

erah Tingkat II.
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Bertitik tolak dari fungsi Bappeda sebagaimena yang
telah ditetapkan di atas maka hubungan kerja sama antar
Bappeda Tingkat II dengan Instansi Vertikal dan Dinas Dae-
rah dalam Bidang Perencanaan Pembangunan adalah  hubungan
kerja yang sifatnya koordinatif.

Setiap Perencanaan disusun oleh Dinas-dinas Daerah,-
Instansi Vertikal senatiasa dikordinasikan oleh Bappeda
Tingkat II dan diarahkan kepada REPELITA Daerah yang dite-
tapkan dan disesuaikan kemampuan Daerah, serta di arahkan
pula untuk menujang pembangunan sektoral yang berlanggung
di Daerah.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka kebijaksanaan
Pembangunan Daerah Tingkat II Barru tentunya berorientasi-
kepada kepentingan penduduk Dati II Barru yang di kaitkan-
dengan Kebi jaksanaan Pembangunan Nasional yang di tetapkan
oleh Pemerintah Pusat, maka sesuai dengan kebi jaksanaan
Pembangunan Daerah Tingkat II Barru, pemilihan sektor-sek-
tor program/proyek yang konsistem terpadu dan terarah sa-
ling menunjang antar sektoral dan daerah dengan tujuan a-
gar program pembangunan tersebut benar-benar dapat mencapai
sasaran dalam hubungannya dengan permasalahan yang ada di-
Daerah.

Untuk jelasnya di bawah ini dapat dilihat tanggapan
instansi terkait dalam rangka pelaksanaan fungsi Bappeda
Tingkat II Barru sebagai berikut :
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TABEL XIII
TANGGAPAN INSTANSI TEREAIT TERHADAP
PELAKSANAAN FUNGSI BAPPEDA

i No. ! Keterangan ! F ! Persentase !
' ©1. ! “Gukap berhasil ! 11 ! 55 !
! 2. ! GBerhasil: - - 1 9 1 29 !
! 3. ! Kurang berhasil ! 4 !} 20 !
! 4, ! Tidaek berhasil o= ! - !
! 5. ! Tidak menjawab ! - ! - !
! ! J u m 1 & h 1 20 ! 100 !

+ Sumber : Hasil wawancara dengan responden.

Dari tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II Barru dalam me-
laksanakan kordinasi diantara instansi vertikal dan‘ Dinas
daerah yang ada di Daerah Tingkat II Barru telah melaksana
kan fungsinya dengan baik, hal ini dimaksudkan untuk meﬁ-
peroleh komposisi program yang dapat bermamfaat Bagi Pem-
bangunan di Daerah Tingkat II Barru.

b. Peranan dalam Monitoring dan Pengawasan

Salah satu aspek dalam pelaksanaan perencanaan Pem-

Tvsawyy -

Baﬂgun@h yang penting sebagai bagian dari proses perenca -

naan yang menyeluruh adélah pengawasan.
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Sebagaimana kita ketahui bahwa pengawasan dimaksud -
kan untuk mengusahakan pelaksanaan program berjalan sesuai
dengan yang direncanakan. Apabila terdapat penyimpangan-
penyimpangan atau persoalan akan dapat diketahui sampai se
jauh mana penyimpangan tersebut dibanding perkiraan semula
Lebih penting dari itu adelaeh untuk mengetahui apa sebab-
nya sehingga terjadi penyimpangan, yang selanjutnya akan
di ambil kebi jaksanean kerektif.

Pade dasarnya Bappeda Tingkat II Barru tidak mempu-
nyai fungsi pejakukan fungsi pengawasan pembangunan, akan
tetapi pengawasan yang dilakukan Bappeda Tingkat II Barru
adalah Monitoring. Hal ini dijelaskan oleh Kepala [Kantor
Departemen Pendidiken dan Kebudayaan dan Dinas Pekerjaan
Umum bahwa Bappeda Tidek mempunyai fungsi melaksanakan pe-
ngawasan, akan tetapi dengan mengadakan monitoring pelaksa
naan pembangunan, maka dapatlah dikatakan bahwa Bappeda te
lah melaksanakan pengawasan pembangunan di Daereh,

Apabila melihat pelaeksanaan pengawasan yang ditempuh
Bappede Tingkat II Barru yaitu Pengawasan Preventif dan
pengawasan Refresif, dengan demikian pada Kantor Bappeda
Tingkat II Barru telah melakukan pengawasan refresif arti-
nya pengawasan yang dilakukan setelah adanya pekerjaan.

Maksud daripada pengawasan refresif ini adalah untuk
men jamin kelangsungan pekerjaan agar hasil ini sesuai de-
ngan rencana yang telah ditetapkan. Lebih lanjut di jelas-

kan oleh Bappeda Tingkat II Barru bahwa pengawasan refre-
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8if ini menggunakan komperatif, yaitu :

a. Mempelajari laporan-laporan kemajuan dari pelaksanaan
pekerjaan di bandingkan dengan jadwal.

b. Mengadakan analisa terhadap perbedaan tersebut termasmk
faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

C. Membandingkan hasil laporan pekerjaan dengan rencana
yang sudah diputuskan.

d. Memberikan penilaian terhadap hasil-hasil pelaksanaan
pekerjaan termasuk para penanggung jawab.

e. Mengambil keputusan atas usaha perbaikan dan penyempur-
naan.

Sedang ukuran-ukuran dalam monitoring/mengawasi sua-

tu kemajuan program/proyek pembangunen ditentukan oleh u-

kuran-ukuran yang dipakei delem penyusunan program pemba-

ngunan adalah dengan menggunakan sistem pengawasan, dimana

laporan ini tercantum secare garis besar tentang :

1. Inventafisasi Potensi Wilayah

2. Permasalahan-permasalahan yang timbul sekaligué cara
pemecahannya.

3. Proyek yang akan dibiayai oleh APBD Tingkat I.

4. Proyek yang akan dibiayai oleh APBD Asli Dati II.

5. Proyek yang akan dibiayei oleh Bantuan Pembangunan se-
perti Bantuan Presiden dan lain-lein.

Penyajian hasil laporan-laporan tersebut dapat pula
dijadikan sebagai suatu kebi jaksanasan dalem menefukan sua-

tu keputusan, sehingga dengan penentuan perencanaan pemba-
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ngunan lewat kegiatan monitoring dan pengawasan.
Berdasarkan hasil wawancara dengan instansi vertikal
dan dinas daerah, dalam hal ini Departemen Pendidikan dan
Kebudayean, Departemen Pertanian, Dinas Pertanian Tanaman
Pangan, Dinae Pendidikan dan Kebudayaen serta Dinas Peker-
jaan Umum yang mengatakan bahwa faktor-fektor yang dapat
mempengaruhi pelaksanaan monitoring dan pengawasan pelak-
sanaan pembangunan yang harus diperhatikan oleh Bappeda
Tingkat II Barru sebagai berikut :
TABEL XIV
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAKSANAAN
MONITORING DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN

No. ! KEKeterangan

1. ! Keterbatasan berupa tenaga, waktu dan biaya dalam
! rangkea pelaksanaan pengawasan dan monitoring secara
! kontinue pada lokasi proyek pembangunan.

2. ! Peleksanaan pengawasan dan monitoring secara teknis
! pada proyek masih terbatas.

3. ! Faktor lainnya adalah masalah komunikasi.

Sumber : Hasil wawancara dengan responden.
Yang dimaksud dengan komunikasi disini adalah bagai-
mane informasi yang disampaikan Bappeda kepada instansi

vertikal atau dinas daerah dapat diterima dengan cepat atan
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sebaliknya. Jadi yang dimaksud disini adalah komunikasi
dua arah harus berjalan lancar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden tentang
peranan Bappeda Tingkat II Barru dalam memonitoring dan
mengawesi p-elaksénaan pembangunan, maka hasil wawancara
tersebut semuanys menjelaskan bahwa Bappeda Dti II Barru,
masih kekurangan tenaga dalam melaksanakan kegiatan memo-
nitoring dan pengawasan pembangunan.

Namun demikian sebagai responden lainnya seperti di-
nas Pendidikan dan Kebudayaan yang mengatakan bahwa pelak-
sanaan monitoring dan pengawasan pembangunan yang dilak-
sanakan oleh Bappeda Dati II Barru berjalan dan terseleng-
gara dengan baik, meskipun sedikit mengalami hambatan se-
bagai akibat dari kurangnya tenaga akhli dealam menyusun la
poran pelaksanaan program/proyek pembangunan. Untuk jelas-

nya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL XV
TANGGAPAN INSTANSI TERKAIT TERHADAP PERANAN BAPPEDA DALAM
MONITOR DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

! No. ! Keterangan ! B Persentase !
! 1. !  Cukup baik 15 25 !
! 2. ! Baik ! 4 ! 20 !
! e Sedang 't 7 ! 35 !
! 4, ! Kurang baik ! 4 20 !
{ B, ! Tidek menjawab o= ! - !

! J u m 1 a h ! 20 ! 100 !

Sumber : Hasil wawancara dengan résponden.
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A.Eesimpulan <

‘ Sehubungan dengan uraian yang telah d{gémukakan ter-
dahulu, maka berikut ini penulis mencoba mené;;ﬁiakéh‘“be-
berapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Hubungan 'bbordinasi yang dijalankan oleh BAPPEDA Ting-
kat II Barru, baik secara horisontal maupun secara ver-
tikal umumnya sudah berjalan dengan baik, namun masih
ditemukan adanya hambatan-hambhatan yang dapat mempenga-
ruhi kelancaran hubungan ' Kordinasi tersebut, misalnya
kurangnya hubungan komunikasi antar BAPPEDA Tingkat II
dengan Instansi Vertikal, Dinas Daerah dan Badan-Badan-
lainnya. Oleh karena itu perlu adanya pemantapan komu-
nikasi (hubungan kerja) perencanaan program atau proyek
yang baik, misalnya pemantapan konsultasi perencanaan
di Daerah maupun konsultasi perencanaan pembangunan
yang sifatnya Regional dan Nasional.

2. Keberhasilan pelaksanaan tugas BAPPEDA Tingkat II Barru
dalam 'kordinasi perencanaan pembangunan pada  umumnya
ditunjang oleh adanya kesadaran masyarakat untuk ikut
serta berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan dan
adanya dukungan dari Instansi Vertikal dan Dinas Daerah
serta tersedianya segale sarana dan prasarana yang di -
butuhkan dalam pelaksanaan tugas tersebut.

3. Dengan semakin meningkatnya beban tugas yang harus di-
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laksanakan oleh BAPPEDA sebagai Badan Perencanaan Pem -
bangunan di Daerah maka perlu adanya dukungan dari per-
sonil-personil pelaksana yang mampu dan terampil. Meli-
hat keadaan tenaga/personil yang ada di BAPPEDA Tingkat
II Barru jika ditimjau dari segi kuantitasnya belum da-
pat memberikan prospek masa depan yang cerah. Hal  ini-
diakibatkan adanya dobol pekerjaan yang ditangani oleh
sath orang tenaga/personil. Dengan demikian di pandang
perlu adanya peningkatan tenaga/personil yang terampil
dan berpengalaman pada Kantor BAPPEDA Tingkat II Barru
demi kelancaran tugas-tugas yang dilaksanakan untuk men
capai tujuan yang diharapkan.
B. Saran=saran
‘Dari uraian dan kesimpulan serta mempertimbangkan
berbagﬁi kenyataan yang terdapat dalam pelaksanaan “‘kRordi-
nasi perencanaan pembangunan BAPPEDA Tingkat II Barru, ma-
ka di bawah ini disampaikan saran-saran sebagai berikut :
1. Untuk memenuhi tenaga-tenaga perencana yang baik dari
segi kualitatif, maka disarankan perlunya peningkatan -
upaya yang lebih sungguh-sungguh dalam penyelenggaraan-
latihan perencanaan pembangunan, khususnya bagi tenaga
fungsional BAPPEDA melalui kursus-kursus, latihan sam-
bil bekerja. Disamping itu perlu dipikirkan oleh Peme -
rintah Daerah untuk menambah tenaga-tenaga perencana

yang benar-benar mempunyai latar belakang pengetahuan

di bidang perencanaan.
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2. Dalam kaitannya dengan perencanaan program/proyek pem-
bangunan daerah oleh Instansi Vertikal dan Dinas Daerah
sebagai sumber data perencanaan kiranya memberikan data
atau informasi yang betul-betul mendesak untuk dikerja-
kan agar tidak terjadi pemborosan anggaran atau tidak
hanya menjadi bahan dokumen yang terealisaes{ karena be-
berapa faktor.

3. Dalam hubungannya dengamstruktur organisasi BAPPEDA TK.
II Barru, bahwa kiranya Ketua Badan Perencanaan Pemba .-
ngunan Daerah Tingkat II Barru patut memperhatikan da-
lam penempatan personil-personil dalam jabatan tertentu
sesuai dengan keahlian dan kecakapan seseorang sehingga
nanpu menciptakan Team Work (jaring-jaring pekerjaan) -
yang berdaya guna dan berhasil guna serta mempunyai kre
atifitas didalam melaksanakan tugasnya. Karena -dengan
adanya tiem ahli yang dapat memberikan pertimbangan-per
timbangan kepada Ketua BAPPEDA Tingkat II Barru sehing-
ga dibharapkan pengaruh-pengaruh negatif dapat dihindar-
kan.

4, Dalam kaitannya dengan pelaksanaan pembangunan Daerah,
kiranya oleh pihak pemerintah daerah hendaknya pelaksa-
naan pembangunan dilaksanakan oleh kontraktor yang bo-
nafide, berpengalaman dan memiliki keahlian dan perleng-
kapannya memadai, agar tidak hanya asal kerja. Sebalik-
nya bagi pemerintah daerah kiranya sering melakukan pe-

nilaian dan pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan.
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( CONTOH ) o
LAMPIRAN Format : A -1

Lembaran : I/I1/II1/IV

Kabupaten/Daerah Tingkat II : BARRTU
Propensi/Daerah Tingkat I : SULAVESI SELATAN
1. Nomor Urut 3

2. a. Proyek/Kegiatan $

b. Dinas/Instansi yang akan melak-
sanakan. 3

3. Lokasi ( Kecamatan )

4. Uraian tentang proyek yang ber-

sangkutan.

a. Latar belakang

b. Sasaran yang akan dicapai .

c. Kaitan dengan proyek/kegiatan

-

lain,

5. Tingkat persiapan proyek.
a. Baru . :
b. Lan jutan .
6. Perkiraan waktu yang dipergunakan
.untuk pelaksanaan/penyelesaian
proyek/kegiatan .
7. Perkiraan biaya (Jutaan Rupiah).
a. Tahun 1989/1990
b. Seluruh Biaya sampai proyek

Rp.
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selesai. : Rp.

mm,.-.....ll......‘i 1989.
BUPATI KEPALA DAER AH TK. II BARRUG

Penilaian BAPPEDA Tingkat I dan Dinas/Instansi Vertikal
yang bersangkutan. '

Ujung Pandang' ....0..0.1989'
Kepala Dinas/Instansi Vertikal BAPPEDA TK. I
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LANPIRAN

DAFTAR XWISTIONER
Nomor urut responden t.ccccsseosovssscssscnssnscscs sese b s hep
Nama responden SRR re cessesssuscas R s Esesaan el
Alamat responden T N Becesssuvas

Penelitian ini diadakan dalam rangka penulisan skripsi guna
melengkapi tugas dan persyaratan untuk memperoleh gelar sar
jana Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Po-

1itik Universitas "45" Ujung Pandang angkatan pertama.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data
tentang ‘KORDINASI DALAM PERENCAWAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN
DAERAH TINGEAT II BARRU.

Pelaksama Penelitian :

-N a m a « Ramil i,
- Stb/NIRM : 45 86 020 393/87 11 33 420.
-Fakul +tas ¢« I1mu Sosial dan Ilmu Politik._

-dTrUusan

Administrasi Negara.

Penanggung jawab : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik Universitas " 45 ".

Teknik yang digunakan : Observasi (pengamatan), dan Inter -

view (wawancara).

Pertanyaan yang diajukan :
1. Apakah fungsi “kordinasi yang dijalankan Bappeda Tingkat

II Barru terhadap Instansi Vertikal, Dinas Daerah dan




115 / N\

Kecamatan sudah sesuai dengan Kepres YNo é? Tahun 1980
yang dituangkan dalam Perda No. 04 Tah I982 ?

Apa yang menjadi kendala/hambatan dalam pelaksanaan kar-
diriesi-.. perencanaan Pembangunan pada Kantor Bappeda 2
Sampai sejauh mana peranan Pemerintah dalam penyusunan -
perencanaan pembangunan serta bagaimana keterlibatan ma-
syarakat bawahan dalam penyusunan perencanaan tersebut ?
Apakah hubungan Bappeda Tingkat II Barru dengén instansi
vertikal lainnya telah menunjukkan .kordinasi yang baik
seperti~yang diharapkan ?

Data-data apa éaja yang diperlukan dalam penyusunan ran-
cangan RAPBN 7

Bagaimana keadaan Geografis dan Demidgrafis Kabupaten Da-
ti II Barru ?

Faktor-faktor apa sajayang mempengaruhi pelaksanaan mo-
nitoring dan pengawasan pembangunan 7

Bagaimana struktur organisasi Bappeda Tingkat II Barru ?
Bagaimana wujud partisipasi masyarakat dalam perencanaan
pembangunan 7

Demikianlah pertanyaan-pertanyaan yang kami perlukan

dari bapak. Atas perhatian dan bantuan bapak yang telah ber-

susah payah menjawab dan mengisi daftar kwestioner ini seba-

gaimana mestinya, kami tidak lupa mengucapkan banyak terimah

kasih, Semogah Allah S.W.T. berkenan memberikan pahala yang

berlipat ganda atas kebaikan bapak tersebut.

AMIN.




